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Menimbang

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Reforma
Agraria dan demi terwujudnya penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dapat
meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat
secara adil dan merata, terwujudnya lingkungan hidup
yang baik dan sehat serta untuk mendukung
ketersediaan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan
pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah berdasarkan prinsip pembangunan
berkelanjutan, diperlukan adanya kebijakan
penyelenggaraan Konsolidasi Tanah;

bahwa untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam
hal penyediaan tanah untuk kepentingan umum,
penyelesaian masalah pertanahan dan ruang, penyediaan
perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah,

serta kebutuhan pengembangan ruang vertikal di
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Mengingat

kawasan perkotaan, perlu dikembangkan pilihan
penyediaan  tanah  tersebut melalui mekanisme
Konsolidasi Tanah;

bahwa Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1991 tentang
Konsolidasi Tanah belum dapat sepenuhnya menampung
perkembangan dan kebutuhan pengaturan Konsolidasi
Tanah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang

Konsolidasi Tanah;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan
Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam,;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S068);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 5252);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5433)

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang
Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti
Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1961 Nomor 280);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3696);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997
tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997

tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Indonesia Tahun 2014 Nomor 9);

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5883);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan
Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang
Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 196);

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang
Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 172);

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah;
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22. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2019 Nomor 191);

23. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 500);

24. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1408);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG KONSOLIDASI
TANAH.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Konsolidasi Tanah adalah kebijakan penataan kembali
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha
penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam
rangka meningkatkan  kualitas lingkungan dan
pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan
partisipasi aktif masyarakat.

Konsolidasi Tanah Pertanian adalah Konsolidasi Tanah
yang dilakukan pada tanah-tanah pertanian yang berada
di kawasan perdesaan.

Konsolidasi Tanah Non-Pertanian adalah Konsolidasi
Tanah yang dilakukan pada tanah non-pertanian,
termasuk penyediaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum di kawasan perkotaan dan semi
perkotaan.

Konsolidasi Tanah Vertikal adalah Konsolidasi Tanah
yang diselenggarakan untuk pengembangan kawasan dan
bangunan yang berorientasi vertikal.

Konsolidasi Tanah Swadaya adalah Konsolidasi Tanah
yang merupakan prakarsa masyarakat atau pemangku
kepentingan lain di luar Kementeriaan Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang belum masuk
dalam rencana kegiatan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan
yang memenuhi standar tertentu untuk terciptanya
kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya
alam.

Sarana adalah fasilitas yang berfungsi untuk mendukung
penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial,

budaya, dan ekonomi.
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Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan
lingkungan permukiman.

Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut Penilai
adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian
secara independen dan profesional yang telah mendapat
izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah
mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan wuntuk
menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah.
Pemegang Hak adalah orang atau badan hukum yang
mempunyai hak atas tanah, Hak Milik atas Satuan
Rumah Susun atau Hak Pengelolaan, atau nadzir dalam
hal tanah wakaf, baik yang sudah terdaftar maupun yang
belum terdaftar.

Penggarap Tanah Negara adalah perseorangan yang
menguasai, mengerjakan, mengusahakan dan/atau
memanfaatkan Tanah Negara.

Peserta Konsolidasi Tanah yang selanjutnya disebut
peserta adalah pemegang hak atau penggarap tanah pada
lokasi kegiatan Konsolidasi Tanah yang menyatakan
persetujuannya untuk ikut dalam kegiatan Konsolidasi
Tanah.

Perhimpunan Peserta/Penghuni adalah perkumpulan
yang dibentuk oleh peserta Konsolidasi Tanah (Vertikal)
untuk keperluan koordinasi, menampung aspirasi dan
peran aktif masyarakat dalam = penyelenggaraan
Konsolidasi Tanah serta pengelolaan Tanah Usaha
Bersama, termasuk didalamnya mewakili peserta untuk
melakukan perbuatan hukum yang diperlukan.

Tanah untuk Pembangunan yang selanjutnya disebut TP
adalah bagian dari tanah peserta yang diserahkan atau
disediakan bagi pembangunan prasarana, sarana dan
utilitas serta Tanah Usaha Bersama sesuai kesepakatan.
Tanah Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat TUB
adalah tanah milik bersama peserta yang dapat
diusahakan, dikerjasamakan atau dialihkan dengan

pihak ketiga untuk kepentingan bersama.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Tanah Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan
sesuatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan/atau tidak
merupakan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, tanah
wakaf, barang milik negara/daerah/desa atau badan
usaha milik negara/badan usaha milik daerah, dan
tanah yang telah ada penguasaan dan belum dilekati
dengan sesuatu hak atas tanah.

Hak atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Perencanaan Konsolidasi Tanah adalah proses pemilihan
lokasi untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai lokasi
yang memenuhi kriteria Konsolidasi Tanah.

Desain Konsolidasi Tanah adalah tatanan bentuk, luas,
letak bidang, status kepemilikan bidang tanah dan
rencana Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas
hasil penataan yang disepakati bersama oleh peserta
Konsolidasi Tanah.

Penerapan Desain Konsolidasi Tanah adalah penerapan
titik-titik batas bidang tanah yang ada di peta Rancangan
Konsolidasi Tanah ke lokasi Konsolidasi Tanah (Staking
Out).

Pelaku Pembangunan adalah Badan Usaha Milik Negara
atau Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi dan
Badan Usaha Milik Swasta yang bergerak dalam bidang
pembangunan perumahan atau swadaya masyarakat.
Persyaratan Teknis adalah persyaratan mengenai
struktur bangunan, keamanan, keselamatan, kesehatan,
kenyamanan dan lain-lain yang berhubungan dengan
rancang bangun, termasuk kelengkapan prasarana dan
fasilitas lingkungan, yang diatur dengan Ketentuan
peraturan perundang-undangan serta disesuaikan

dengan kebutuhan dan perkembangan.
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Akta Pemisahan adalah tanda bukti pemisahan rumah
susun atas satuan-satuan rumah susun, bagian
bersama, benda bersama dan tanah bersama dengan
pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian dan
batas-batasnya dalam arah vertikal dan horizontal yang
mengandung Nilai Perbandingan Proporsional.

Nilai Perbandingan Proporsional adalah angka yang
menunjukkan perbandingan antara satuan rumah susun
terhadap hak atas bagian bersama, benda bersama, dan
tanah bersama, dihitung berdasarkan nilai satuan rumah
susun yang bersangkutan terhadap nilai rumah susun
secara keseluruhan pada waktu pelaku pembangunan
untuk pertama kali memperhitungkan biaya
pembangunannya secara keseluruhan untuk
menentukan harga jualnya.

Pertelaan adalah pernyataan dalam bentuk gambar dan
uraian yang menunjukkan batas yang jelas dari satuan
rumah susun, bagian bersama, benda bersama, dan
tanah bersama beserta uraian Nilai Perbandingan
Proporsional.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri
adalah  Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata
ruang.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang
selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi

vertikal Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang
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30.

31.

32.

33.

(1)

-10-

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Menteri.

Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan
Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri
melalui Kepala Kantor Wilayah.

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan
konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya,
sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di
dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat
manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian
atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan
usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan
khusus.

Sertipikat Hak Milik Sarusun yang selanjutnya disebut
SHM Sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas
sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan
atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna
bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan.
Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung sarusun yang
selanjutnya disebut SKBG sarusun adalah tanda bukti
kepemilikan atas sarusun di atas barang milik
negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan

cara sewa.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2
Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk:
a. mewujudkan penggunaan dan pemanfaatan tanah
secara optimal melalui Konsolidasi Tanah;
b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas

penggunaan tanah dan ruang;
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c. meningkatkan kualitas lingkungan; dan

d. memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan
ruang di atas dan/atau di bawah tanah.

Peraturan Menteri ini bertujuan agar:

a. penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah melalui Konsolidasi Tanah dapat
menciptakan lingkungan hidup yang baik sesuai
rencana tata ruang; dan

b. tersedianya tanah untuk kepentingan umum dengan

melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Konsolidasi Tanah meliputi:

(1)

(2)

(3)

perencanaan Konsolidasi Tanabh;
pelaksanaan Konsolidasi Tanah;
pembangunan hasil Konsolidasi Tanah; dan

pengawasan Konsolidasi Tanah.

Pasal 4

Konsolidasi Tanah dilaksanakan secara partisipatif dan
sukarela/berdasarkan kesepakatan diantara peserta
Konsolidasi Tanah.

Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dapat menjadi wajib
dalam hal penataan kawasan pasca bencana, konflik,
kawasan kumuh dan program strategis.

Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan bencana alam maupun kebakaran yang
mengakibatkan terjadinya perubahan batas bidang
tanah, tanah musnah, perubahan
penguasaan/kepemilikan, perubahan peruntukan
sehingga perlu dilakukannya penataan kembali dan/atau

relokasi.
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(4)

(5)

(6)
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Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
konflik yang penyelesaiannya memberikan dampak
terhadap perubahan kepemilikan dan batas-batas tanah.
Kawasan kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan kawasan yang ditetapkan oleh
Pemerintah /Pemerintah @ Daerah  untuk  dilakukan
penataan kembali dalam upaya meningkatkan kualitas
permukiman baik secara horizontal maupun vertikal,
baik di kawasan perdesaan maupun kawasan perkotaan.
Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan program yang memiliki nilai strategis secara

Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 5

Berdasarkan fungsi dan peruntukan kawasan, Konsolidasi

Tanah dibedakan menjadi:

a.
b.

Konsolidasi Tanah Pertanian; dan

Konsolidasi Tanah Non-Pertanian.

Pasal 6

Berdasarkan dimensi pemanfaatan tanah, pelaksanaan

konsolidasi tanah dibedakan menjadi:

a.
b.

(1)

(2)

Konsolidasi Tanah Horizontal; dan

Konsolidasi Tanah Vertikal.

Pasal 7
Berdasarkan skala luasan, Konsolidasi Tanah dapat
dibedakan menjadi:
a. Konsolidasi Tanah Skala Kecil; dan
b. Konsolidasi Tanah Skala Besar dan/atau Strategis.
Konsolidasi Tanah skala kecil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a merupakan Konsolidasi Tanah yang
dilaksanakan pada lokasi yang berada dalam lingkup

Kabupaten /Kota.
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Konsolidasi Tanah skala kecil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kantor
Pertanahan.

Konsolidasi Tanah skala besar dan/atau strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
Konsolidasi Tanah yang dilaksanakan:

a. pada lokasi lintas Kabupaten/Kota; dan

b. untuk lokasi yang memiliki nilai strategis nasional.
Konsolidasi Tanah skala besar dan/atau strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilaksanakan oleh Kantor Wilayah.

Dalam kondisi tertentu, penyelenggaraan Konsolidasi
Tanah skala besar dan/atau strategis dapat dilakukan

oleh Menteri.

Pasal 8
Berdasarkan keperluannya, Konsolidasi Tanah dapat
dilaksanakan secara:
a. sederhana; dan
b. lengkap.
Konsolidasi Tanah sederhana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a merupakan pelaksanaan
Konsolidasi Tanah yang ditujukan untuk pelayanan
Konsolidasi Tanah Swadaya dan penyediaan tanah untuk
pembangunan bagi kepentingan umum.
Konsolidasi Tanah lengkap sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan Konsolidasi Tanah yang
mencakup seluruh proses penyelenggaraan Konsolidasi
Tanah untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan
pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan

partisipasi aktif masyarakat.
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(1)

(2)

(3)

(4)

-14-

BAB III
PERENCANAAN KONSOLIDASI TANAH

Bagian Kesatu

Kriteria Konsolidasi Tanah

Paragraf 1
Objek Konsolidasi Tanah

Pasal 9
Objek Konsolidasi Tanah dapat berasal dari:
a. tanah yang sudah terdaftar;
b. tanah hak yang belum terdaftar;
c. tanah Negara yang sudah dikuasai/digarap;
dan/atau
d. tanah aset BUMN/BUMD/Badan Hukum lainnya
yang sudah dilepaskan dan/atau dikuasai
masyarakat.
Konsolidasi Tanah pada tanah aset sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya
penyelesaian sengketa dan/atau konflik pertanahan.
Objek Konsolidasi Tanah dapat terdiri dari satu atau
lebih bidang tanah yang ditata dengan mengedepankan
peningkatan nilai tambah kawasan dan kepentingan
sosial.
Kepentingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berupa penataan kawasan bencana, penyediaan
perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),
penataan kawasan kumuh, Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B), dan program strategis Nasional

lainnya.
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Paragraf 2
Subjek Konsolidasi Tanah

Pasal 10
Subjek Konsolidasi Tanah merupakan peserta yang
memenuhi syarat yaitu Perorangan Warga Negara
Indonesia dan/atau Badan Hukum, yang berkedudukan
selaku:
a. pemegang hak; dan
b. penggarap tanah Negara.
Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Badan Hukum yang dapat menjadi subjek
hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Konsolidasi Tanah dapat diselenggarakan apabila
disepakati oleh paling sedikit 60 % (enam puluh persen)
dari peserta Konsolidasi Tanah.
Dalam hal terdapat pemegang hak/penggarap tanah yang
tidak bersedia menjadi peserta Konsolidasi Tanabh,
pemegang hak/penggarap tanah dapat mengalihkan
hak/penguasaan/garapan tanahnya kepada pihak lain
yang bersedia menjadi peserta.
Dalam hal pemegang hak/penggarap tanah tidak
bersedia mengalihkan kepada pihak lain dan tidak
bersedia untuk ikut Konsolidasi Tanah, maka dilakukan
mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Paragraf 3
Tanah untuk Pembangunan (TP)

Pasal 11
Peserta Konsolidasi Tanah wajib menyerahkan sebagian
tanahnya sebagai TP sesuai kesepakatan.
Luas tanah yang diserahkan sebagai TP dihitung

berdasarkan kebutuhan tanah untuk prasarana, sarana
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dan utilitas (PSU) serta kebutuhan pembiayaan
pembangunan kawasan yang dikonsolidasikan.

Dalam hal terdapat peserta Konsolidasi Tanah yang luas
dan/atau bentuk bidang tanahnya tidak layak sehingga
tidak mungkin menyerahkan sebagian tanahnya sebagai
TP maka dapat mengganti TP dengan uang atau bentuk
lainnya yang disepakati oleh para peserta Konsolidasi
Tanah.

Luas dan letak TUB disesuaikan dengan kebutuhan dan
kesepakatan serta dapat diusahakan, dikerjasamakan
atau dialihkan kepada pihak lain atas persetujuan

seluruh peserta konsolidasi tanah.

Paragraf 4

Perubahan Jumlah Bidang Konsolidasi Tanah

Pasal 12

Perubahan jumlah bidang objek Konsolidasi Tanah

dimungkinkan apabila:

a. terdapat penambahan jumlah bidang dikarenakan
adanya bidang tanah yang diperuntukkan bagi PSU
dan TUB;

b. terdapat kebutuhan pemecahan bidang karena
tuntutan desain;

c. terdapat pemecahan bidang karena adanya peristiwa
hukum pewarisan dan/atau hibah atas tanah
kepada pihak dalam satu garis keturunan,;

d. terdapat pemecahan bidang sebagai solusi
penyelesaian sengketa dan konflik; dan/atau

e. terdapat kebutuhan untuk mendukung program
penyediaan perumahan MBR yang Dberbasis
komunitas.

Penambahan jumlah bidang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dalam hal:

a. merupakan bidang tanah yang berada pada satu

hamparan;
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b. mengakomodasikan peralihan kepemilikan yang

belum didaftarkan.

Bagian Kedua

Perencanaan Konsolidasi Tanah

Pasal 13

Perencanaan Konsolidasi Tanah meliputi kegiatan

penyiapan lokasi Konsolidasi Tanah yang didasarkan

pada kajian dan analisis kewilayahan, sosial, ekonomi,

budaya dan lingkungan.

Perencanaan Konsolidasi Tanah dilaksanakan oleh:

a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional; dan

b. pemangku kepentingan lainnya.

Pemangku kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. Kementerian/lembaga lainnya;

b. Pemerintah Daerah;

c. koperasi, BUMN, BUMD, BUMDes, badan hukum
swasta;

d. akademisi/Praktisi; dan/atau

e. masyarakat.

Perencanaan Konsolidasi Tanah dituangkan dalam

Dokumen Perencanaan Konsolidasi Tanah.

Dokumen perencanaan Konsolidasi Tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) memuat:

a. kajian tata ruang dan kebijakan sektor;

b. analisis pemetaan sosial dan potensi kawasan;

c. sket desain awal (visioning) Konsolidasi Tanah;

d. Berita Acara kesepakatan Peserta Konsolidasi tanah;
dan

e. penetapan lokasi Konsolidasi Tanah.

Dokumen perencanaan Konsolidasi Tanah yang disusun

oleh pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) memuat uraian sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) hur uf a sampai dengan huruf d.
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Dokumen perencanaan Konsolidasi Tanah yang disusun
oleh pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) diajukan kepada Kantor Pertanahan.

Kantor Pertanahan melalui Tim Perencana/Pelaksana
melakukan verifikasi terhadap dokumen perencanaan
Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
Dokumen perencanaan Konsolidasi Tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) yang telah diverifikasi digunakan
sebagai dasar penetapan lokasi.

Format Berita Acara kesepakatan Peserta Konsolidasi
Tanah terhadap rencana Konsolidasi Tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf d tercantum dalam
Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Perencanaan Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 harus memperhatikan:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata
Ruang, atau Rencana Detail lainnya yang diatur oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. daya dukung dan daya tampung lingkungan serta
perlindungan terhadap sumber daya alam,
keanekaragaman hayati, lanskap (pusaka
saujana/ heritage) dan situs budaya;

c. usulan masyarakat di lokasi Konsolidasi Tanah;

d. kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas;

e. program pemberdayaan masyarakat; dan

f.  kebijakan pembangunan daerah.

Dalam hal Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a belum tersedia,

perencanaan Konsolidasi Tanah memperhatikan Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Format sket desain awal (visioning) Konsolidasi Tanah

dan Keputusan Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf c

dan huruf e tercantum dalam Lampiran II yang
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merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 15
Ketentuan mengenai perencanaan Konsolidasi Tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14
berlaku secara mutatis mutandis untuk perencanaan
Konsolidasi Tanah Vertikal, dengan tambahan muatan
Analisis Dampak Lingkungan.
Analisis Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tahapan Perencanaan Konsolidasi Tanah

Pasal 16
Tahapan penyusunan dokumen perencanaan Konsolidasi
Tanah meliputi:
a. pembentukan Tim Koordinasi dan Tim
Perencana/Pelaksana;
b. kajian tata ruang dan kebijakan sektor;
c. pemetaan sosial dan analisis potensi kawasan;
d. pembuatan sket desain awal (visioning) dan
penyepakatan Konsolidasi Tanah; dan
e. penetapan lokasi Konsolidasi Tanah.
Tahapan penyusunan dokumen perencanaan Konsolidasi
Tanah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Tim Perencana/Pelaksana Konsolidasi

Tanah.

Paragraf 1
Kajian Tata Ruang dan Kebijakan Sektor

Pasal 17

Kajian tata ruang merupakan kegiatan analisis data

spasial dengan memperhatikan:
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a. peruntukan kawasan sesuai Rencana Tata Ruang
Wilayah;

b. pembagian zonasi dan peraturan zonasi sesuai
dengan Rencana Detail Tata Ruang;

c. topografi, penggunaan tanah dan gambaran umum
penguasaan tanah; dan

d. daya dukung dan daya tampung kawasan.

Kajian kebijakan, rencana dan program sektor terkait

pada lokasi Konsolidasi Tanah, meliputi:

a. pembangunan infrastruktur wilayah;

b. pembangunan prasarana, sarana dan utilitas; dan

c. pembangunan sektor lainnya.

Hasil kajian tata ruang dan kebijakan sektor digunakan

untuk menentukan lokasi Konsolidasi Tanah yang

terpilih.

Lokasi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Lokasi oleh

Tim Koordinasi.

Paragraf 2

Pemetaan Sosial dan Analisis Potensi Kawasan

Pasal 18
Pemetaan sosial dilakukan wuntuk inventarisasi dan
identifikasi data sosial, ekonomi dan budaya, serta
sosialisasi untuk menjaring aspirasi masyarakat di lokasi
Konsolidasi Tanah.
Analisis potensi kawasan dilakukan untuk inventarisasi
dan identifikasi data dan informasi pertanahan, data fisik
lingkungan untuk mengetahui potensi, kekurangan,
peluang, dan ancaman di lokasi Konsolidasi Tanah.
Data dan informasi pertanahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi:
a. bentuk dan luas bidang tanah;
b. data pemegang hak dan/atau penggarap tanah; dan

c. status kepemilikan tanah.
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Data fisik dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) meliputi:

a. topografi;

b. penggunaan tanah;

c. ketersediaan dan kondisi prasarana, sarana dan
utilitas;

d. daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan

e. aspek kebencanaan.

Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan kegiatan penyuluhan secara langsung kepada

pemegang hak dan/atau penggarap tanah agar dapat

memahami maksud, tujuan dan manfaat Konsolidasi

Tanah serta hak dan kewajiban calon peserta Konsolidasi

Tanah.

Hasil pemetaan sosial dan analisis potensi kawasan

dituangkan dalam Peta Potensi Objek Konsolidasi Tanah

yang digunakan untuk menentukan strategi

pengembangan lokasi Konsolidasi Tanah.

Paragraf 3

Pembuatan Sket Desain Awal (Visioning) dan Penyepakatan

(1)

(2)

Konsolidasi Tanah

Pasal 19
Sket desain awal (visioning) merupakan gambaran kasar
mengenai tema dan arah pengembangan lokasi
Konsolidasi Tanah.
Sket desain awal (visioning) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat antara lain:
a. gambaran konsep kebijakan makro dan kriteria
perencanaan/desain kawasan;
b. penetapan tema dan arah pengembangan kawasan;
c. sket desain awal yang menggambarkan pembagian
blok dan perkiraan jumlah rencana bidang
tanah/unit serta rencana penyediaan prasarana,

sarana dan utilitas; dan
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d. perkiraan biaya pelaksanaan dan pembangunan
Konsolidasi Tanah.

Sket desain awal (visioning) menjadi dasar untuk
menghasilkan kesepakatan pemegang hak dan/atau
penggarap tanah terhadap rencana Konsolidasi Tanah.
Pernyataan kesepakatan pemegang hak dan/atau
penggarap tanah terhadap rencana Konsolidasi Tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan di
dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh masing-
masing pemegang hak dan/atau penggarap tanah.
Ketentuan Mengenai pembuatan sket desain awal
(visioning) dan  penyepakatan Konsolidasi Tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(4) berlaku secara mutatis mutandis untuk pembuatan
sket desain awal (visioningd dan penyepakatan
Konsolidasi Tanah Vertikal, dengan penambahan desain

awal bangunan vertikal.

Paragraf 4

Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah

Pasal 20
Penetapan lokasi Konsolidasi Tanah dilakukan dengan
mempertimbangkan dokumen perencanaan Konsolidasi
Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).
Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjelaskan tentang letak lokasi, luas, jumlah bidang
tanah serta keterangan lainnya yang dianggap perlu
sebagai dasar lokasi pelaksanaan Konsolidasi Tanah.
Penetapan lokasi Konsolidasi Tanah skala kecil
dituangkan dalam Keputusan Bupati/Walikota.
Penetapan lokasi Konsolidasi Tanah skala besar/strategis
dituangkan dalam Keputusan Gubernur atau Menteri.
Dalam hal Konsolidasi Tanah swadaya, Kepala Kantor
Pertanahan memberikan pertimbangan kepada
Bupati/Walikota dalam penerbitan Keputusan Penetapan

Lokasi Konsolidasi Tanah.
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Terhadap Konsolidasi Tanah swadaya, usulan penetapan
lokasi dilampiri dengan bukti pembayaran Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Setelah penetapan lokasi Konsolidasi Tanah tidak boleh
dilakukan peralihan hak dan/atau penguasaan tanah.
Format Keputusan Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat
(5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Pelaksanaan Konsolidasi Tanah dilaksanakan oleh Tim

Perencana/Pelaksana Konsolidasi Tanah.

Pelaksanaan Konsolidasi Tanah meliputi kegiatan:

a. pengumpulan data fisik, yuridis dan penilaian objek
Konsolidasi Tanah;

b. penyusunan desain dan rencana aksi Konsolidasi
Tanah;

c. pelepasan Hak atas Tanah dan penegasan tanah
objek Konsolidasi Tanabh;

d. penerapan desain Konsolidasi Tanah (staking out);
dan

e. penerbitan sertipikat Hak atas Tanah dan

penyerahan hasil Konsolidasi Tanah.
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Paragraf 1
Pengumpulan Data Fisik, Yuridis dan

Penilaian Objek Konsolidasi Tanah

Pasal 22
Pengumpulan data fisik dan yuridis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, yang menghasilkan:
a. daftar subjek dan objek Konsolidasi Tanah; dan
b. Peta Rincikan.
Pengukuran bidang tanah untuk memperoleh Peta
Rincikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
tidak dilaksanakan apabila bidang-bidang tanah peserta
Konsolidasi Tanah telah terdaftar dan tervalidasi dalam
aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan.
Terhadap objek Konsolidasi Tanah yang belum terdaftar,
hasil pengumpulan data fisik dan yuridis diumumkan
oleh Tim Perencana/Pelaksana Konsolidasi Tanah selama
14 (empat belas) hari kalender di Kantor Desa/Kelurahan
dan Kantor Pertanahan setempat.
Dalam hal terdapat keberatan dari peserta terhadap hasil
pengumpulan data fisik dan yuridis dilakukan perubahan
data fisik dan yuridis oleh Tim Perencana/Pelaksana dan
dituangkan dalam Berita Acara pengumpulan data fisik
dan yuridis.
Format Berita Acara pengumpulan data fisik dan yuridis
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23
Penilaian Objek Konsolidasi Tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a meliputi
penilaian terhadap:
a. tanah;

b. bangunan;
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c. tanaman; dan/atau

d. benda yang berkaitan dengan tanah.

Nilai objek Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan oleh Kantor Pertanahan

dan/atau oleh Penilai Pertanahan.

Penilaian objek Konsolidasi Tanah  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai dasar:

a. penetapan luas, bentuk dan letak bidang tanah yang
akan diperoleh kembali peserta Konsolidasi Tanah;

b. perhitungan aset masyarakat peserta Konsolidasi
Tanah; dan

c. pemberian ganti kerugian apabila dibutuhkan.

Nilai bidang tanah setelah Konsolidasi Tanah setidaknya

sama dengan nilai bidang tanah sebelum Konsolidasi

Tanah.

Hasil penilaian Objek Konsolidasi Tanah dituangkan

dalam Daftar Penilaian Objek Konsolidasi Tanah.

Format Daftar Penilaian Tanah dan Bangunan/Tanaman

di lokasi Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Penyusunan Desain dan Rencana Aksi Konsolidasi Tanah

Pasal 24

Penyusunan desain Konsolidasi Tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b mencakup
setidaknya:
a. tema dan arah pengembangan kawasan;
b. rencana blok peruntukan kawasan;
c. penentuan luas, bentuk dan letak bidang tanah; dan
d. luas dan letak TP yang terdiri dari tanah untuk PSU

serta TUB.
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Penyusunan desain Konsolidasi Tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan
dengan memperhatikan nilai objek Konsolidasi Tanah
sesuai Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3).

Desain Konsolidasi Tanah dimusyawarahkan bersama
peserta Konsolidasi Tanah  untuk  memperoleh
kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara
Kesepakatan Desain.

Peserta Konsolidasi Tanah membubuhkan paraf pada
Desain Konsolidasi Tanah sebagai bukti persetujuan.
Penyusunan desain Konsolidasi Tanah dilakukan oleh
Tim  Perencana/Pelaksana atau oleh pemangku
kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(3).

Desain Konsolidasi Tanah yang disusun oleh pemangku
kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus
mendapat verifikasi dan persetujuan yang dituangkan
dalam Lembar Persetujuan dari Ketua  Tim
Perencana/Pelaksana.

Format Lembar Persetujuan Penyusunan Desain
Konsolidasi Tanah, Berita Acara Kesepakatan Desain
Konsolidasi Tanah dan Peta Desain Konsolidasi Tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

Rencana Aksi disusun untuk memberikan panduan
dalam pembangunan Konsolidasi Tanah yang disepakati
oleh pemangku kepentingan.
Rencana Aksi memuat antara lain:
a. tahapan dan jadwal pelaksanaan pembangunan;
b. rencana pembangunan PSU;
c. rencana detil bangunan/gedung;

kebutuhan biaya pembangunan;

e. rencana dan sumber pembiayaan; dan
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f. skema kerja sama pembangunan Konsolidasi Tanah
dan peran setiap pemangku kepentingan.

Penyepakatan Rencana Aksi dituangkan dalam Berita
Acara yang ditandatangani oleh wakil pemangku
kepentingan yang akan terlibat di dalam pembangunan
Konsolidasi Tanah.

Format Lembar Berita Acara Kesepakatan Rencana Aksi
Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3
Pelepasan Hak Atas Tanah dan Penegasan Tanah Objek

Konsolidasi Tanah

Pasal 26
Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap objek
Konsolidasi Tanah.
Pelaksanaan pelepasan hak atas tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di hadapan Kepala
Kantor Pertanahan.
Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disertai dengan penyerahan asli surat bukti
pemilikan atau penguasaan tanah.
Pelepasan hak atas tanah dituangkan dalam Berita Acara
Pelepasan Hak atas Tanah, yang memuat klausul:
a. menyatakan bahwa status tanah menjadi tanah
yang dikuasai langsung oleh Negara;
b. pemberian kembali hak atas tanah kepada peserta
dan penerima PSU dan TUB;
Format Berita Acara Pelepasan Hak atas Tanah/Garapan
dalam rangka Konsolidasi Tanah tercantum dalam
Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 27

Penegasan tanah sebagai objek Konsolidasi Tanah

dilakukan untuk memberikan kewenangan kepada Tim

Perencana/Pelaksana dalam menata kembali bidang

tanah sesuai desain Konsolidasi Tanah.

Keputusan Penegasan Tanah Objek Konsolidasi Tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. tanah yang dilepaskan dan akan diberikan kembali
kepada peserta sesuai dengan desain Konsolidasi
Tanah dengan suatu hak atas tanabh;

b. TP yang dialokasikan untuk PSU dan/atau TUB
sesuai dengan desain Konsolidasi Tanah; dan

c. daftar nama peserta dan penerima bidang PSU
dan/atau TUB pada Lampiran yang merupakan satu
kesatuan dengan keputusan dimaksud.

Kepala  Kantor Pertanahan mengajukan usulan

penegasan tanah objek Konsolidasi Tanah kepada Kepala

Kantor Wilayah.

Kepala Kantor Wilayah menerbitkan Keputusan

Penegasan Tanah Objek Konsolidasi Tanah.

Format Keputusan Penegasan Tanah Objek Konsolidasi

Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum

dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4

Penerapan Desain Konsolidasi Tanah (Staking Out)

Pasal 28
Penerapan Desain Konsolidasi Tanah dilakukan setelah
diterbitkannya keputusan penegasan tanah objek
Konsolidasi Tanah.
Penerapan Desain Konsolidasi Tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peta desain yang
telah disetujui peserta dan disahkan oleh Tim

Perencana/Pelaksana.
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Penerapan Desain Konsolidasi Tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh peserta Konsolidasi
Tanah yang dituangkan dalam Berita Acara.

Hasil penerapan desain Konsolidasi Tanah dimaksud
pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pembuatan peta
bidang tanah untuk para peserta, PSU dan/atau TUB.
Format Berita Acara Penerapan Desain Konsolidasi Tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 5
Penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah dan

Penyerahan Hasil Konsolidasi Tanah

Pasal 29
Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan
pemberian hak atas tanah terhadap semua bidang tanah
yang telah diterbitkan peta bidangnya berdasarkan hasil
penerapan desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28.
Peserta Konsolidasi Tanah diberikan hak atas tanah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Hak atas tanah untuk peserta Konsolidasi Tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa hak
individual atau hak bersama.
Hak atas tanah untuk prasarana diberikan kepada
Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
Hak atas tanah untuk sarana dapat diberikan kepada
Pemerintah Daerah dan/atau Perhimpunan Peserta yang
berbadan hukum dan/atau Nadzir dan/atau Badan
Hukum Keagamaan.
TUB yang dikelola oleh Perhimpunan Peserta dapat
diberikan hak atas tanah atas nama bersama peserta
dan/atau atas nama Perhimpunan Peserta berbadan

hukum.
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Pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sampai dengan ayat (5) ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

diberikan untuk:

a. Konsolidasi Tanah Pertanian berupa hak milik, hak
guna usaha dan hak pakai;

b. Konsolidasi Tanah Non-Pertanian berupa hak milik,
hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai
dan hak milik atas satuan rumah susun;

c. Konsolidasi Tanah Horizontal berupa hak milik, hak
guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai;
dan

d. Untuk mempertahankan kepemilikan tanah oleh
pemilik semula dapat diterbitkan hak pengelolaan
atau hak milik bersama sebagai alas terhadap hak
atas tanah lainnya.

Format Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Objek

Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30
Pemberian hak atas tanah kepada peserta Konsolidasi
Tanah yang berasal dari tanah hak dan subjeknya tidak
berubah dibebaskan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB).
Dalam hal tanah yang berasal dari selain tanah hak
dikenakan BPHTB.
Pengenaan BPHTB oleh Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan keringanan
berupa pengurangan atau penangguhan BPHTB.
Pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Pasal 31

Semua bidang tanah yang telah ditetapkan keputusan
pemberian haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29, diterbitkan Surat Tanda Bukti Hak atas Tanah
termasuk TP dan/atau TUB.

Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Surat Tanda
Bukti Hak atas Tanah setelah menerima pendaftaran
keputusan pemberian hak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 32
Hasil pelaksanaan Konsolidasi Tanah diserahkan kepada
peserta Konsolidasi Tanah.
Hasil pelaksanaan Konsolidasi Tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi sertipikat hak atas
tanah, rencana pembangunan prasarana dan sarana, dan

pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Vertikal

Pasal 33

Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Vertikal dilaksanakan

oleh Tim Perencana/Pelaksana Konsolidasi Tanah.

Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Vertikal meliputi

kegiatan:

a. pengumpulan data fisik, yuridis dan penilaian objek
Konsolidasi Tanah Vertikal,

b. penyusunan desain dan rencana aksi Konsolidasi
Tanah Vertikal;

c. pelepasan Hak Atas Tanah dan penegasan tanah
objek Konsolidasi Tanah Vertikal,;

d. penerapan desain Konsolidasi Tanah Vertikal
(staking out); dan

e. penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah dan

penyerahan sertipikat tanah bersama.
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Paragraf 1
Pengumpulan Data Fisik, Yuridis dan
Penilaian Objek Konsolidasi Tanah Vertikal

Pasal 34
Pengumpulan data fisik, yuridis dan penilaian objek
untuk Konsolidasi Tanah Vertikal dilaksanakan dengan
tambahan pengukuran untuk mengetahui luas dan batas
keliling lokasi Konsolidasi Tanah Vertikal sebagai Tanah
Bersama.
Nilai objek Konsolidasi Tanah Vertikal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan:
a. nilai proporsional kepemilikan aset peserta pada

tanah milik bersama; dan/atau

b. penilaian ganti kerugian.
Nilai proporsional kepemilikan aset peserta sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dikonversi ke unit
hunian dan/atau non-hunian.
Nilai proporsional kepemilikan aset peserta digunakan
juga sebagai dasar penyertaan saham (profit sharing),
apabila pembangunan Konsolidasi Tanah Vertikal

dikerjasamakan dengan pelaku pembangunan.

Paragraf 2
Penyusunan Desain dan Rencana Aksi

Konsolidasi Tanah Vertikal

Pasal 35

Penyusunan desain rumah susun (pertelaan)
menunjukkan dengan jelas mengenai gambar/batas-
batas hak perorangan dan hak bersama yaitu pembagian
atas masing-masing satuan rumah susun, bagian
bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta
uraian Nilai Perbandingan Proporsionalnya.

Perhitungan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) dan
Pertelaan menjadi bagian dari kegiatan Penyusunan

Desain Konsolidasi Tanah.
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NPP dibutuhkan untuk menentukan proporsi

kepemilikan atas aset bersama apabila hak kepemilikan

yang diberikan berupa Hak Milik atas Satuan Rumah

Susun.

Apabila unit rumah susun yang dibangun bukan

merupakan rumah susun milik, diberikan Sertipikat

Kepemilikan Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pada Konsolidasi Tanah Vertikal sumber pembiayaan

pembangunan dapat diperoleh melalui TUB atau unit

tambahan yang dapat dikomersilkan.

Desain Konsolidasi Tanah Vertikal dapat berupa:

a. Rumah susun milik;

b. Rumah susun sewa;

c. Kampung susun;

d. Kawasan Berorientasi Transit (Transit Oriented
Development);

e. Kawasan Pusat Bisnis Terpadu (Central Business
District/ Superblock);

f.  Peremajaan Kawasan Terpadu (Inclusive Urban
Renewal); dan/atau

g. Kombinasi diantara satu atau lebih desain di atas.

Ketentuan mengenai penyusunan dan penyepakatan

rencana aksi Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis untuk

penyusunan dan penyepakatan rencana aksi Konsolidasi

Tanah Vertikal dan dapat ditambahkan rencana kerja

sama antara peserta dengan pemangku kepentingan

terkait yang dituangkan dalam Akte Perjanjian Kerja

sama.
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Paragraf 3
Pelepasan Hak Atas Tanah dan
Penegasan Tanah Objek Konsolidasi Tanah Vertikal

Pasal 36
Ketentuan mengenai pelepasan hak atas tanah dan penegasan
tanah objek Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 dan Pasal 27 berlaku secara mutatis mutandis untuk
pelepasan hak atas tanah dan penegasan tanah objek

Konsolidasi Tanah Vertikal.

Paragraf 4
Penerapan Desain Konsolidasi Tanah Vertikal

(Staking Out)

Pasal 37
Ketentuan mengenai penerapan desain Konsolidasi Tanah
(staking out) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berlaku
secara mutatis mutandis untuk penerapan desain Konsolidasi
Tanah Vertikal (staking out), disertai dengan pertelaan untuk

unit rumah susun.

Paragraf 5
Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah dan

Penyerahan Sertipikat Tanah Bersama

Pasal 38

(1) Pada Konsolidasi Tanah Vertikal diterbitkan Sertipikat
Tanah Bersama atas nama peserta dan/atau pemangku
kepentingan terkait sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Di atas tanah bersama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diterbitkan sertipikat hak atas tanah lainnya
berdasarkan desain yang disepakati dan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB V
PEMBANGUNAN HASIL KONSOLIDASI TANAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39
Pembangunan hasil Konsolidasi Tanah dilaksanakan oleh
pemangku kepentingan yang tercantum dalam rencana
aksi Konsolidasi Tanah.
Tahapan pembangunan hasil Konsolidasi Tanah meliputi:
a. persiapan pelaksanaan pembangunan;
b. pembangunan prasarana, sarana dan utilitas;
c. penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah dan serah
terima aset untuk Konsolidasi Tanah Vertikal,
d. pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni
serta pemberdayaan masyarakat; dan

e. pengelolaan aset hasil Konsolidasi Tanah.

Paragraf 1

Persiapan Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 40

Persiapan pelaksanaan pembangunan Konsolidasi Tanah

dimaksudkan untuk mengawali perwujudan secara fisik

dan menindaklanjuti desain dan rencana aksi

Konsolidasi Tanah.

Pelaksanaan pembangunan Konsolidasi Tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

setelah penerapan desain (staking out).

Persiapan pelaksanaan pembangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi setidaknya:

a. administrasi perizinan pembangunan kawasan dan
gedung sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

b. penunjukan pelaku pembangunan (Kontraktor) oleh

perhimpunan peserta;
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c. penyiapan dokumen kerja sama investasi antara
perhimpunan peserta Konsolidasi Tanah dengan
pelaku pembangunan;

d. pelaksanaan relokasi sementara peserta Konsolidasi
Tanah; dan

e. penyiapan dan pembersihan lahan Konsolidasi
Tanah.

Dalam hal Konsolidasi Tanah Vertikal selain pada ayat (1)

dilakukan pengesahan pertelaan dan NPP satuan rumah

susun.

Dalam hal pelaksanaan relokasi sementara peserta

Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf d diberikan kompensasi untuk:

a. hunian sementara peserta;

b. tunjangan kehilangan pendapatan; dan

c. biaya atau kebutuhan lainnya yang disepakati.

Bentuk dan besaran kompensasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

diberikan oleh pemangku kepentingan yang

memprakarsai penyelenggaraan Konsolidasi Tanah.

Konstruksi dilaksanakan oleh pelaku pembangunan

sesuai dengan proposal dan gambar Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) yang telah disetujui yang meliputi:

a. pembentukan/pembersihan badan jalan;

b. pembuatan saluran air/drainase/parit;

c. pengerasan/pengaspalan jalan;

d. pembangunan fasos dan fasum; dan

e. pembangunan hunian dan non-hunian.

Relokasi sementara dilakukan sebelum pembangunan

fisik dilaksanakan.

Peserta direlokasi ke lokasi penempatan sementara yang

ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota

atau Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
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Paragraf 2

Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)

Pasal 41

Pembangunan PSU Konsolidasi Tanah merupakan

perwujudan secara fisik desain Konsolidasi Tanah.

Pembangunan PSU dilakukan secara bertahap sesuai

dengan kebutuhan perkembangan kawasan.

Dalam hal Konsolidasi Tanah  Vertikal, selain

pembangunan PSU dilakukan pembangunan bangunan

gedung sesuai dengan desain Konsolidasi Tanah.

Pelaksanaan pembangunan bangunan gedung

Konsolidasi Tanah /Konsolidasi Tanah Vertikal

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pelaku pembangunan wajib mengajukan permohonan

izin layak huni setelah pembangunan selesai sesuai

perizinan yang telah diberikan dengan menyerahkan
gambar dan ketentuan teknis.

Pemerintah Daerah memberikan izin layak huni setelah

dilakukan pemeriksaan terhadap bangunan fisik selesai

berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Pelaku pembangunan wajib menyerahkan dokumen

beserta gambar dan ketentuan teknis yang terperinci

kepada perhimpunan penghuni yang telah dibentuk
beserta:

a. tata cara pemanfaatan/penggunaan, pemeliharaan,
perbaikan dan kemungkinan dapat diadakannya
perubahan pada rumah susun maupun
lingkungannya.

b. uraian dan catatan singkat yang bersifat hal khusus
yang perlu diketahui oleh para penghuni, pengelola,

dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
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Pelaku pembangunan membuat Akta Pemisahan, uraian
dan gambar pertelaan yang telah disetujui oleh peserta
Konsolidasi Tanah melalui musyawarah, kemudian
disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah dan

Serah Terima Aset untuk Konsolidasi Tanah Vertikal

Pasal 42
Penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah dan serah terima
aset hasil Konsolidasi Tanah Vertikal merupakan bentuk
pertanggungjawaban penyelenggaraan Konsolidasi Tanah
kepada para peserta Konsolidasi Tanah dan penerima
hak lainnya.
Sertipikat Hak atas Tanah yang diterbitkan berupa
Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan pula
Sertipikat Kepemilikan Bangunan Gedung sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberian Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah
Susun dan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
berdasarkan perhitungan pertelaan sesuai desain

Konsolidasi Tanah Vertikal.

Paragraf 4
Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan

Penghuni serta Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 43
Pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni serta
pemberdayaan masyarakat dilaksanakan untuk

menjamin hak untuk mengelola dan meningkatkan nilai

www.peraturan.go.id



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

30. 2019, No. 756

tambah hasil Konsolidasi Tanah/Konsolidasi Tanah
Vertikal.

Dalam hal Konsolidasi Tanah Vertikal dibentuk
perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun
yang berbadan hukum dan beranggotakan para pemilik
atau penghuni satuan rumah susun sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Paragraf 5

Pengelolaan Aset Hasil Konsolidasi Tanah

Pasal 44
Pengelolaan aset hasil Konsolidasi Tanah dimaksudkan
untuk menjamin terpeliharanya fungsi-fungsi bangunan,
prasarana, sarana dan utilitas untuk keberlanjutan
kualitas lingkungan.
Dalam hal Konsolidasi Tanah Vertikal aset hasil
konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. tanah bersama;
b. bagian bersama; dan
c. benda bersama.
Tanah bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a merupakan sebidang tanah hak atau tanah sewa
untuk bangunan yang digunakan atas dasar hak
bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri
rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam
persyaratan izin mendirikan bangunan.
Bagian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b merupakan bagian rumah susun yang dimiliki
secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam
kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun.
Benda bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf ¢ merupakan benda yang bukan merupakan
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bagian rumah susun melainkan bagian yang dimiliki
bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian
bersama.

Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau
perhimpunan penghuni sesuai dengan kewenangan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KELEMBAGAAN KONSOLIDASI TANAH

Bagian Kesatu

Penyelenggara Konsolidasi Tanah

Pasal 45

Konsolidasi Tanah diselenggarakan oleh:
a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional; dan/atau
b. pemangku kepentingan.
Dalam hal penyelenggaraan Konsolidasi Tanah oleh
pemangku kepentingan, Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional berkewajiban
melakukan verifikasi dan pengawasan terhadap tahapan
penyelenggaraan  konsolidasi  tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3.
Dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dibentuk Tim
Koordinasi dan Tim Perencana/Pelaksana Konsolidasi
Tanah.
Tim  Koordinasi Konsolidasi Tanah sebagaimana
dimaksud pada  ayat (3) mempunyai  fungsi
mengkoordinasikan penyelenggaraan dan penanganan
permasalahan Konsolidasi Tanah.
Tim Perencana/Pelaksana Konsolidasi Tanah dimaksud
pada ayat (3) mempunyai fungsi menyelenggarakan

Konsolidasi Tanah.

www.peraturan.go.id



(1)

(2)

(3)

(4)

a1 2019, No. 756

Paragraf 1

Tim Koordinasi

Pasal 46

Tim  Koordinasi Konsolidasi Tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) ditetapkan oleh:
a. Bupati/Walikota untuk Konsolidasi Tanah skala

kecil; dan
b. Gubernur untuk Konsolidasi Tanah skala besar.
Tim  Koordinasi Konsolidasi Tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) untuk Konsolidasi
Tanah skala besar ditetapkan oleh Gubernur.
Dalam hal penyelenggaraan Konsolidasi Tanah skala
besar dan/atau strategis yang diambil alih oleh Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), Tim
Koordinasi ditetapkan oleh Menteri.
Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah skala kecil paling

sedikit terdiri atas:

a. Ketua : Bupati/Walikota;

b. Ketua Harian : Kepala Kantor Pertanahan;

c. Sekretaris : Kepala Seksi Penataan
Pertanahan pada Kantor
Pertanahan;

d. Anggota : 1) Kepala Bidang Penataan

Pertanahan atau pejabat
yang ditunjuk;

2) Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah atau
pejabat yang ditunjuk;

3) Sekretaris Daerah  atau
pejabat yang ditunjuk;

4) Kepala Organisasi
Pemerintah Daerah yang
membidangi Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang

atau pejabat yang ditunjuk;

www.peraturan.go.id



2019, No. 756

-42-

7)

Kepala Organisasi
Pemerintah Daerah yang
membidangi Pertanian atau

pejabat yang ditunjuk dalam

hal Konsolidasi Tanah
Pertanian;
Kepala Organisasi

Pemerintah Daerah yang
membidangi perumahan
rakyat dan kawasan
permukiman atau pejabat
yang ditunjuk dalam hal
Konsolidasi Tanah
nonpertanian;

Perwakilan instansi terkait

dan/atau pemangku
kepentingan lain yang
berkompeten sesuai

kebutuhan penataan.

(5) Susunan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) untuk Konsolidasi

Tanah skala besar paling sedikit terdiri atas:

a.
b.

C.

d.

Ketua

Ketua Harian :

Sekretaris

Anggota

Gubernur;

Kepala Kantor Wilayah;

Kepala Bidang Penataan

Pertanahan pada Kanwil;

1)
2)

Bupati/Walikota;

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah atau
pejabat yang ditunjuk;
Sekretariat Daerah  atau
pejabat yang ditunjuk;
Kepala Organisasi
Pemerintah Daerah yang
membidangi Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang

atau pejabat yang ditunjuk;
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5) Kepala Organisasi
Pemerintah Daerah yang
membidangi Pertanian atau

pejabat yang ditunjuk dalam

hal Konsolidasi Tanah
Pertanian;
6) Kepala Organisasi

Pemerintah Daerah yang
membidangi perumahan
rakyat dan kawasan
permukiman atau pejabat
yang ditunjuk dalam hal
Konsolidasi Tanah
nonpertanian;

7) Kepala Kantor Pertanahan
pada lokasi  Konsolidasi

Tanah.

(6) Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah bertugas untuk:

a.

mengoordinasikan  kebijakan antar pemangku
kepentingan dalam penyelenggaraan konsolidasi
tanah;

memberikan pertimbangan dalam penetapan lokasi
Konsolidasi Tanah;

mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan Desain
Konsolidasi Tanah;

mengoordinasikan sumber pembiayaan dan bentuk
kerja sama penyelenggaraan Konsolidasi Tanah;
melakukan sinkronisasi dan koordinasi rencana aksi
pembangunan Konsolidasi Tanah dengan seluruh
pemangku kepentingan,;

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan
Konsolidasi Tanah;

melakukan penanganan masalah yang timbul dalam

penyelenggaraan Konsolidasi Tanah;
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(1)
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h. mengevaluasi dan menetapkan kebijakan
peremajaan/pembangunan kembali kawasan dalam
hal Konsolidasi Tanah Vertikal; dan

i.  melaksanakan tugas lain yang dibutuhkan.

Keanggotaan Tim Koordinasi dapat dilengkapi unsur

akademisi, praktisi, kelompok masyarakat, dan unsur

pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam
penyelenggaraan Konsolidasi Tanah.

Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah Provinsi DKI Jakarta

dikategorikan dalam Konsolidasi Tanah skala besar

dan/atau strategis.

Dalam hal penyelenggaraan Konsolidasi Tanah skala

besar dan/atau strategis, susunan Tim Koordinasi dapat

disesuaikan dan  ditetapkan melalui Keputusan

Gubernur.

Dalam hal penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang

diselenggarakan oleh pemangku kepentingan lain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), susunan

Tim Koordinasi dapat disesuaikan dengan tetap

melibatkan unsur Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan pemangku

kepentingan lainnya.

Format Keputusan Pembentukan Tim Koordinasi

Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Tim Perencana/Pelaksana

Pasal 47
Tim Perencana/Pelaksana Konsolidasi Tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat ()
ditetapkan oleh:
a. Kepala Kantor Pertanahan untuk Konsolidasi Tanah

skala kecil ditetapkan; dan
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Kepala Kantor Wilayah untuk Konsolidasi Tanah

skala besar ditetapkan.

(2) Tim Perencana/Pelaksana Konsolidasi Tanah skala besar

dan/atau strategis paling sedikit terdiri atas:

a. Ketua
b. Sekretaris
c. Anggota

Kepala Kantor Wilayah;

Kepala Bidang Penataan

Pertanahan;

1) Perwakilan instansi terkait dan
atau pemangku kepentingan
lain yang berkompeten sesuai
kebutuhan penataan;

2) Kepala Seksi Penataan
Pertanahan;

3) Kepala Seksi Hubungan
Hukum Pertanahan atau
pejabat yang ditunjuk;

4) Kepala Seksi Pengadaan Tanah
atau pejabat yang ditunjuk;

S5) Kepala Seksi Penanganan
Masalah dan Pengendalian
Pertanahan atau pejabat yang
ditunjuk;

6) Kepala Subseksi Landreform
dan Konsolidasi Tanah;

7) Camat;

8) Lurah/Kepala Desa setempat;

9) Perwakilan peserta Konsolidasi

Tanah sebanyak 3 (tiga) orang.

(3) Tim Perencana/Pelaksana Konsolidasi Tanah skala kecil

paling sedikit terdiri atas:

a.
b.

C.

Ketua
Sekretaris

Anggota

Kepala Kantor Pertanahan;

Kepala Seksi Penataan Pertanahan;

1) Perwakilan instansi terkait dan
atau pemangku kepentingan
lain yang berkompeten sesuai

kebutuhan penataan;
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2) Kepala Seksi Landreform dan
Konsolidasi Tanah;

3) Kepala Subbagian Tata Usaha
atau pejabat yang ditunjuk;

4) Kepala Seksi Infrastruktur

Pertanahan atau pejabat yang

ditunjuk;

5) Kepala Seksi Hubungan
Hukum Pertanahan atau
pejabat yang ditunjuk;

6) Kepala Seksi Pengadaan Tanah
atau pejabat yang ditunjuk;

7) Kepala  Seksi Penanganan
Masalah dan Pengendalian
Pertanahan atau pejabat yang
ditunjuk;

8) Kepala Subseksi Landreform
dan Konsolidasi Tanah;

9) Camat;

10) Lurah/Kepala Desa setempat;

11) Perwakilan peserta Konsolidasi

Tanah sebanyak 3 (tiga) orang.

Tim Perencana/Pelaksana Konsolidasi Tanah bertugas

untuk:

a. menyusun kajian tata ruang dan kebijakan sektor;

b. melaksanakan analisis pemetaan sosial dan potensi
kawasan;

c. menyusun sket desain awal (visioning) Konsolidasi
Tanah;

d. membangun kesepakatan Peserta Konsolidasi
Tanah;

e. memverifikasi dan/atau menyampaikan usulan
penetapan lokasi Konsolidasi Tanah kepada
Bupati/Walikota/Gubernur/Menteri;

f.  melaksanakan pengumpulan Data Fisik, Yuridis dan

Penilaian Objek Konsolidasi Tanah;
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g. menyusun Desain dan Rencana Aksi Konsolidasi
Tanah;

h. memproses pelepasan Hak Atas Tanah dan
menyiapkan usulan penegasan tanah objek

Konsolidasi Tanah;

i.  menerapkan Desain Konsolidasi Tanah (staking out);
dan
j-  memproses penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah

dan melaksanakan penyerahan hasil Konsolidasi

Tanah; dan
k. melaksanakan tugas lain yang dibutuhkan.
Dalam hal pelaksanaan Konsolidasi Tanah Swadaya
maupun Konsolidasi Tanah Sederhana, tugas Tim
Perencana/Pelaksana hanya mencakup ayat (5) huruf e,
huruf f, huruf h, huruf i dan hurufj.
Dalam hal pelaksanaan Konsolidasi Tanah Swadaya
maupun Konsolidasi Tanah Sederhana, sebelum
menyampaikan usulan penetapan lokasi Konsolidasi
Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, Tim
Perencana/Pelaksana Konsolidasi Tanah melakukan
verifikasi terhadap dokumen perencanaan Konsolidasi
Tanah.
Keanggotaan Tim Perencana/Pelaksana dapat dilengkapi
unsur akademisi, praktisi, kelompok masyarakat, dan
unsur pemangku kepentingan lainnya yang terlibat
dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah.
Dalam hal penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang
bersifat strategis dan/atau berskala nasional maka
susunan tim Perencana/Pelaksana dapat disesuaikan
dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Format Keputusan Pembentukan Tim
Perencana/Pelaksana Konsolidasi Tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.
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Bagian Kedua
Perhimpunan Peserta Konsolidasi Tanah

dan Perhimpunan Penghuni

Pasal 48

Tim Perencana/Pelaksana Konsolidasi Tanah

memfasilitasi pembentukan  Perhimpunan  Peserta

Konsolidasi Tanah setelah adanya persetujuan seluruh

peserta untuk melaksanakan Konsolidasi Tanah.

Pembentukan Perhimpunan Peserta Konsolidasi Tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam

Berita Acara.

Perhimpunan Peserta Konsolidasi Tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi membantu

kelancaran pelaksanaan Konsolidasi Tanah.

Dalam pembentukan Perhimpunan Peserta Konsolidasi

Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

kepengurusan yang paling kurang terdiri dari 1 (satu)

orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 1 (satu) orang

Bendahara.

Pengurus Perhimpunan Peserta Konsolidasi Tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas untuk:

a. membantu mengumpulkan data fisik dan yuridis;

b. menjalin koordinasi dan komunikasi dengan Tim
Perencana/Pelaksana;

c. mengelola administrasi keanggotaan dan
administrasi keuangan TUB;

d. memfasilitasi proses penyelesaian ganti kerugian
kepada para pemilik/penggarap tanah yang tidak
bersedia menjadi peserta Konsolidasi Tanah;

e. memberikan pendapat dan persetujuan terhadap
desain Konsolidasi Tanah; dan

f.  mengelola biaya relokasi sementara yang harus
dibayarkan pada peserta Konsolidasi Tanah.

Format Berita Acara Pembentukan Perhimpunan Peserta

Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang
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merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Peserta

Pasal 49

Peserta Konsolidasi Tanah berhak:

a.

memperoleh informasi dan  sosialisasi mengenai
pelaksanaan Konsolidasi Tanah secara transparan;
memperoleh tanah dan/atau bangunan hasil penataan
sesuai kesepakatan, dengan nilai yang setidaknya sama
dengan nilai sebelum Konsolidasi Tanah;

memperoleh surat tanda bukti Hak atas Tanah hasil
Konsolidasi Tanah; dan

memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas di lokasi

Konsolidasi Tanah.

Pasal 50

Peserta Konsolidasi Tanah berkewajiban:

a.

menyatakan persetujuan secara tertulis untuk mengikuti
kegiatan Konsolidasi Tanah;

menerima hasil desain Konsolidasi Tanah yang telah
disepakati;

melepaskan hak/penguasaan/garapan tanah kepada
Negara untuk selanjutnya ditata melalui Konsolidasi
Tanah, termasuk menyerahkan sebagian tanahnya
sebagai TP sesuai kesepakatan; dan

menjadi anggota perhimpunan peserta Konsolidasi

Tanah.
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BAB VII
PENGAWASAN KONSOLIDASI TANAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

Pengawasan Konsolidasi Tanah dilaksanakan oleh Tim

Koordinasi Konsolidasi Tanah.

Pengawasan Konsolidasi Tanah meliputi kegiatan:

a. pemantauan kesesuaian tahapan dan dokumen
Konsolidasi Tanah;

b. pemantauan progres dan implementasi desain
Konsolidasi Tanah;

c. pemantauan dan evaluasi dampak sosial, ekonomi
dan lingkungan;

d. evaluasi kinerja kawasan dan pembangunan berkala
setiap 5 (lima) tahun; dan

e. perencanaan dan pembangunan kembali kawasan
(Jangka Panjang).

Pengawasan Konsolidasi Tanah dilaksanakan terhadap

seluruh proses penyelenggaraan Konsolidasi Tanah mulai

dari perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan

Konsolidasi Tanah dan Konsolidasi Tanah Vertikal.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi

Paragraf 1
Pemantauan Kesesuaian Tahapan dan

Dokumen Konsolidasi Tanah

Pasal 52
Pemantauan kesesuaian tahapan dan kelengkapan
dokumen Konsolidasi Tanah dimaksudkan untuk
menjamin konsistensi dan kualitas penyelenggaraan

Konsolidasi Tanah pada tahap perencanaan dan
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pelaksanaan Konsolidasi Tanah.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. aspek administrasi penyelenggaraan Konsolidasi
Tanah dan/atau Konsolidasi Tanah Vertikal,

b. aspek teknis penyelenggaraan Konsolidasi Tanah;
dan

c. aspek kualitas dan kinerja penyelenggaraan
Konsolidasi Tanah.

Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

digunakan sebagai bahan evaluasi Tim Koordinasi

terhadap perencanaan dan pelaksanaan Konsolidasi

Tanah.

Dalam hal terjadi ketidaksesuaian terhadap tahapan dan

kelengkapan dokumen perencanaan dan/atau

pelaksanaan  Konsolidasi Tanah, Tim Koordinasi

memberikan  Surat  Pemberitahuan kepada  Tim

Perencana/Pelaksana Konsolidasi Tanah.

Tim Perencana/Pelaksana Konsolidasi Tanah

memperbaiki tahapan dan melengkapi kekurangan

dokumen dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak

diterimanya Surat Pemberitahuan.

Paragraf 2
Pemantauan Progres dan Implementasi

Desain Konsolidasi Tanah

Pasal 53
Pemantauan  progres dan  implementasi desain
Konsolidasi Tanah dimaksudkan untuk memastikan
terlaksananya rencana aksi dan implementasi desain

Konsolidasi Tanah pada tahap pembangunan Konsolidasi
Tanah.
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Implementasi desain Konsolidasi Tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya penataan
kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah dan ruang pada lokasi Konsolidasi
Tanah.
Dalam hal Konsolidasi Tanah Vertikal penataan kembali
penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan
tanah dan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
termasuk penerbitan Hak Milik atas Satuan Rumah
Susun dan/atau Sertipikat Kepemilikan Bangunan
Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. tahap persiapan pembangunan Konsolidasi Tanah;
b. tahap pembangunan lokasi Konsolidasi Tanah; dan
c. tahap pengelolaan pasca pembangunan Konsolidasi
Tanah;
Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi bahan evaluasi pembangunan Konsolidasi
Tanah.
Dalam hal terjadi ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan
rencana aksi dan implementasi desain Konsolidasi
Tanah, Tim Koordinasi memberikan Surat Pemberitahuan

kepada pemangku kepentingan yang bertanggung jawab.

Paragraf 3

Pemantauan dan Evaluasi Dampak Sosial, Ekonomi dan

Lingkungan

Pasal 54
Pemantauan dan evaluasi dampak sosial, ekonomi dan
lingkungan dimaksudkan untuk memastikan pengaruh
penyelenggaraan Konsolidasi Tanah terhadap
peningkatan nilai tambah kawasan.
Pemantauan dan evaluasi dampak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:
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a. perubahan perilaku sosial budaya;

b. peningkatan ekonomi; dan

c. perbaikan lingkungan.

Perubahan  perilaku sosial budaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk dampak
perubahan lalu lintas di sekitar lokasi Konsolidasi Tanah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peningkatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b termasuk evaluasi nilai tanah dan bangunan
sebelum dan sesudah pelaksanaan Konsolidasi Tanah,
untuk mengetahui kenaikan nilai tanah dan bangunan.
Perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c, termasuk bencana alam, bencana non-alam
dan bencana sosial.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dampak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh
Kantor Wilayah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan

tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.
Paragraf 4
Evaluasi Kinerja Kawasan dan

Pembangunan Berkala setiap 5 (lima) Tahun

Pasal 55

Evaluasi kinerja kawasan dan pembangunan berkala setiap 5

(lima) tahun dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan

dan perubahan fisik kawasan serta keberlanjutan fungsi

kawasan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Konsolidasi

Tanah.
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Paragraf 5
Perencanaan dan

Pembangunan Kembali Kawasan (Jangka Panjang)

Pasal 56

Perencanaan dan pembangunan kembali kawasan (jangka

panjang) dimaksudkan untuk mengantisipasi kebutuhan

peremajaan dan revitalisasi kawasan hasil Konsolidasi Tanah.

(1)

(2)

(3)

(1)

Paragraf 6

Peremajaan dan/atau Penataan Kembali

Pasal 57
Peremajaan dan/atau penataan kembali hasil Konsolidasi
Tanah/Konsolidasi Tanah Vertikal dimaksudkan untuk
menyesuaikan kondisi dan fungsi kawasan dan/atau
bangunan dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
Peremajaan dan/atau penataan kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila:
a. berakhirnya Hak Guna Bangunan;
b. kondisi fisik bangunan yang tidak layak huni baik
karena usia atau bencana; dan/atau
c. perubahan kebijakan tata ruang dan/atau
pembangunan daerah.
Peremajaan dan/atau penataan kembali hasil Konsolidasi
Tanah Vertikal dilakukan dengan mempertimbangkan

kesepakatan perhimpunan penghuni.

Bagian Ketiga

Pelaporan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah

Pasal 58
Pelaporan penyelenggaraan Konsolidasi Tanah sebagai
bentuk pertanggungjawaban dan dokumentasi
pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan

Konsolidasi Tanah.
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Pelaporan penyelenggaraan Konsolidasi Tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
berjenjang oleh Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah
kepada Menteri.

Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
PEMBIAYAAN DAN KERJASAMA KONSOLIDASI TANAH

Bagian Kesatu

Pembiayaan Konsolidasi Tanah

Pasal 59

Pembiayaan penyelenggaraan Konsolidasi Tanah berasal
dari sumber sebagai berikut:
a. Partisipasi masyarakat;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

dan/atau;
d. Sumber pembiayaan lainnya yang sah.
Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a berupa Tanah untuk Pembangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 serta iuran
lainnya yang disepakati oleh perhimpunan peserta.
Pemerintah dan/atau Pemerintah  Daerah  dapat
memberikan insentif lainnya dalam penyelenggaraan
Konsolidasi Tanah untuk meningkatkan nilai tambah
kawasan.
Penyelenggaraan administrasi pembiayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembiayaan  penyelenggaraan Konsolidasi  Tanah

diperuntukkan bagi:
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a. biaya perencanaan;
b. biaya administrasi pertanahan melalui mekanisme
PNBP;

c. biaya kompensasi dan ganti rugi;

d. biaya relokasi sementara dan tunjangan kehilangan
penghasilan;

e. biaya administrasi perizinan,;

f.  biaya pembangunan fisik bangunan dan PSU;

g. biaya pemeliharaan bangunan/gedung;

h. biaya peremajaan bangunan/gedung; dan

e

biaya lain-lain.

Pembiayaan pembangunan dalam Konsolidasi Tanah
Vertikal didasarkan pada kesepakatan antar pihak yang
dituangkan dalam Akta Perjanjian Pembangunan antara
peserta dengan pelaku pembangunan yang difasilitasi
oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
Akta Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dibuat sebelum pembangunan Konsolidasi Tanah Vertikal
dan memuat hak dan kewajiban para pihak terkait dalam

penyelenggaraan Konsolidasi Tanah Vertikal.

Bagian Kedua

Kerja Sama Konsolidasi Tanah

Pasal 60
Konsolidasi Tanah dapat dilakukan melalui bentuk-
bentuk kerja sama antara Pemerintah, Badan Usaha,
Akademisi, Praktisi Kelompok Masyarakat dan pihak
terkait lainnya.
Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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BAB IX
PENANGANAN PERMASALAHAN
KONSOLIDASI TANAH

Pasal 61

(1) Penanganan permasalahan pelaksanaan Konsolidasi
Tanah ditangani oleh Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah.

(2) Dalam hal pelaksanaan Konsolidasi Tanah telah selesai
pada tahapan penyerahan surat tanda bukti hak dan
pembangunan PSU, penanganan permasalahan
Konsolidasi Tanah ditangani oleh Kantor Pertanahan dan
para pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (3), dengan supervisi dari Kantor
Wilayah.

(3) Dalam hal permasalahan Konsolidasi Tanah tidak dapat
diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), maka penyelesaiannya berdasarkan kesepakatan
para pihak dan/atau ditempuh melalui Lembaga

Peradilan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62
Ketentuan Mengenai Konsolidasi Tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 32 berlaku
secara mutatis mutandis untuk Konsolidasi Tanah khusus

untuk penanganan pasca bencana dan pasca konflik.
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BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63
Terhadap kegiatan Konsolidasi Tanah yang sedang
berlangsung sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan,
dilaksanakan  berdasarkan Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1991

tentang Konsolidasi Tanah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka
ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi
Tanah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2019
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOFYAN A. DJALIL
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN 1

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

KONSOLIDASI TANAH

FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN PESERTA KONSOLIDASI TANAH

A. BERITA ACARA HASIL PENJAJAKAN KESEPAKATAN KONSOLIDASI
TANAH DENGAN MASYARAKAT

BERITA ACARA KESEPAKATAN MASYARAKAT

Pada hari ini ............. tanggal ............. bulan ......... tahun ............ bertempat di
......................... telah dilaksanakan musyawarah dan kesepakatan antara calon
peserta Konsolidasi Tanah dengan Tim Koordinasi dalam rangka pelaksanaan

Konsolidasi Tanah di Desa/Kelurahan® ...................... Kecamatan  ..............

Kabupaten/Kota®) ............ocovevennn, dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa pemilik tanah yang terletak di Desa/Kelurahan® ......................
Kecamatan ............... Kabupaten/Kota*) .............o..oeenes sebanyak ...... orang
(.....20) setuju mengikuti kegiatan konsolidasi tanah sebagaimana surat
pernvataan terlampir, dengan jumlah bidang tanah sebanvak ........ bidang
dengan luas + ...... (Ha/m?) (....%20) dari luas + ...... (Ha/m?);

2. Bahwa pemilik bidang tanah yang setuju mengikuti kegiatan Konsolidasi
Tanah bersepakat:

a. memberikan sebagian Tanahnya untuk Pembangunan (TP) sebesar ...... %
(sesuai kesepakatan) vang akan dipergunakan untuk prasarana dan
sarana berupa ............ dan Tanah Usaha Bersama (TUB) (sesuai hasil
kesepakatan);

b. memberikan prasarana dan sarana berupa: ...................... {contoh: jalan)

...................... diberikan hak atas tanah kepada ........................
(Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota) ................. ;

c. TUB seluas.... m? dikelola oleh Perhimpunan...(nama perhimpunan
Pesertd) dan ditetapkan pemanfaatannya sesuai kesepakatan serta hak
atas tanahnya diterbitkan atas nama peserta Konsolidasi Tanah (apabila
ada TUB sesuai kesepakatan perhimpunarn).

3. Dan seterusnya (kebutuhan sesuai kesepakatan).

Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinyva.

............................. , tanggal ................ 20
Tim Koordinasi Tanda Tangan

1. ( )
2. ( )
3. ( )
... Dst ( )
9. ( Wakil peserta )
10. ( Wakil peserta )

Keterangar:
*) Pilih salah satu/ coret yang tidak perlu

www.peraturan.go.id



61 2019, No. 756

B. DOKUMEN PERENCANAAN KONSOLIDASI TANAH

DOKUMEN PERENCANAAN KONSOLIDASI TANAH

Dokumen Perencanaan Konsolidasi Tanah memuat:

a) Maksud dan tujuan rencana Konsolidasi Tanah;

b) Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);

c) Letak tanah (Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi);

d) Luas tanah yang direncanakan;

€) Gambaran umum status tanah (data awal penguasaan dan pemilikan
atas tanahj;

f)  Perkiraan waktu pelaksanaan Konsolidasi Tanah;

g) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana
dan utilitas®);

h) Perkiraan nilai tanah apabila diperlukan dalam ganti kerugian
(diantaranya: tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan
dengan tanah, dan/atau kerugian lain yvang dapat dinilai);

i) Rencana penganggaran (besar dana, sumber dana dan rincian alokasi
untuk perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil,
administrasi dan pengelolaan, serta sosialisasi);

i) Sket rencana awal penataan;
k) Hasil Penjajakan Kesepakatan sesuai Berita Acara Kesepakatan
Masyarakat;

§] Daftar peserta, jumlah bidang tanah dan kebutuhan tanah untuk
Pembangunan (TP); dan
m) Usulan Penetapan Objek Konsolidasi Tanah.

Keterangan:
# tidak diwajibkan bagi Konsolidasi Tanah secara Swadaya
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

KONSOLIDASI TANAH

FORMAT SKET DESAIN AWAL (VISIONING)

PETA SKET DESAIN AWAL (VISIONING)

Pada peta sket rencana awal penataan harus memuat informasi tentang:

1. Judul Peta : Sketch Block Plan Lokasi Konsolidasi Tanah;
2. Informasi Lokasi Konsolidasi Tanah: <nama desa>, <nama keccamatan=>
dan <nama kabupaten/kota=>;
3. Skala Peta: Skala Grafik dan Skala Numerik;
4. Arah Mata Angin;
5. Legenda (Keterangan) yang terdiri atas:
a. Simbol garis: Jalan Eksisting, Sungai, Batas administrasi
(Desa/Kecamatan/Kabupaten/Kota), dan Batas Lokasi Konsolidasi
Tanah.
b. Simbol area (Rencana Awal Penataan):Rencana Blok Kaveling dan
Rencana Badan Jalan.

6. Inset,
7. Proyeksi peta;
8. Sumber dan tahun pembuatan: <lambang BPN=><Kantor

Pertanahan><Tahun Anggaran=;
9. QGaris tepi; dan
10. Background peta: Foto Udara (pilihan).
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SKETCH BLOCK PLAN
LOKAS|I KONSOLIDASI TANAH
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LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

KONSOLIDASI TANAH

FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN LOKASI KONSOLIDASI TANAH

A.  KEPUTUSAN PENETAPAN LOKASI KONSOLIDASI TANAH

KEPUTUSAN*
BUPATI/WALIKOTA®......cooeiieeeee e
NOMOR : ...

TENTANG
PENETAPAN LOKASI KONSOLIDASI TANAH
DI DESA/KELURAHANA............... KECAMATAN ..............
KABUPATEN/KOTA®) ....oiiiie i

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan tanah secara
optimal, melalui peningkatan efisiensi dan
produktivitas penggunaan tanah dan ruang serta
peningkatan  kualitas lingkungan, sekaligus
memberikan kepastian hukum hak atas tanah

masyarakat, dipandang perlu melakukan
penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan
dan pemanfaatan tanah baik secara fisik

maupun yuridis dengan melibatkan partisipasi
masyarakat melalui penyelenggaraan Konsolidasi
Tanah,;

b. bahwa agar penyelenggaraan Konsolidasi Tanah
dapat Dberjalan efektif dan optimal, perlu
ditetapkan lokasi Konsolidasi Tanah dengan
Keputusan Bupati/Walikota*) ................ ;

Memperhatikan : 1. Dokumen  Perencanaan  Konsolidasi Tanah
Kabupaten/Kota ................
2. Hasil kesepakatan masyarakat dalam rangka
pelaksanaan Konsolidasi Tanah di
Desa/Kelurahan®  ............... , Kecamatan
................ Kabupaten /Kota*)
tanggal ................
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun
1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian secbagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5030);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Rumah Susun (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan
LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
29252);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
D280);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5433);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daecrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
D087) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2679);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961
tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan
Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3696);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004
tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 453,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4385);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4828]);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak vyang Berlaku pada
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
0804);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan  Penataan  Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5103);

17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
xx Tahun xxx tentang Konsolidasi Tanah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun xx Nomor xXxx);

18. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah,

19. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997
tentang Penertiban Tanah-Tanah Objek
Redistribusi Landreform;

20. Ketentuan lainnya yang dianggap perlu;

MEMUTUSKAN :

Menctapkan: KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA % ... TENTANG
PENETAPAN LOKASI KONSOLIDASI TANAH DI
DESA/KELURAHAN# ... KECAMATAN  .........
KABUPATEN/KOTAY) ............
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KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan:

Lokasi kegiatan Konsolidasi Tanah di:

Desa/Kelurahan®) e
Kecamatan SN
Kabupaten/Kota?*) E PPN
Luas D Ha/m?%)

Peta Situasi terlampir.
Jumlah pemilik/peserta :............ orang.
Jumlah Bidang D e bidang.
Selama pelaksanaan Konsolidasi Tanah, tidak

diperkenankan untuk mengalihkan/memindahtangankan
hak atas tanah di lokasi Konsolidasi Tanah dan/atau
melakukan perubahan penggunaan tanah tanpa seizin
Bupati/Walikota™) ..........coovviinn

Setelah dilaksanakannya penataan kembali penguasaan
pemilikan pemanfaatan dan penggunaan tanah melalui
Konsolidasi Tanah, akan dilakukan pembangunan
prasarana dan sarana  terhadap Tanah  untuk
Pembangunan (TP} sesuai rencana  pembangunan
Kabupaten/Kota*) .....................

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini, akan diadakan perbaikan secbagaimana
mestinya.

Ditetapkan di ..................
pada tanggal ................... .

BUPATI/WALIKOTA*................

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Cq. Direktur Jenderal Penataan Agraria, di Jakarta;

Noukwy

Keterangan:

Gubernur

............... di....oooon

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ...... ,di..... ;
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota®) ................. dioo ;
Ketua Bappeda Kabupaten/Kota *) .................. di...ooo ;
Camat yvang bersangkutan;

Kepala Desa/lLurah vang bersangkutan.

*| Pilih salah satu

Catatan:

Substansi Surat Keputusan dapat disesuaikar.

#* : gsubstansi keputusan dapat disesuaikan dengan kebutuhan
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B. USULAN PENETAPAN OBJEK KONSOLIDASI TANAH

Nomor : (Tempat, Tanggal)

Sifat

Lampiran

Perihal : Usulan Penetapan  Objek  Konsolidasi Tanah  di
Desa/Kelurahan* ... Kecamatan  .........
Kabupaten/Kota*).... Provinsi ............

Kepada Yth.

Bupati/Walikota®) .................0.

di-

Dalam rangka kegiatan Konsolidasi Tanah, dengan ini kami
mengajukan permohonan penetapan Objek Konsolidasi Tanah vang terletak
di Desa/Kelurahan* ............. , Kecamatan ............ , Kabupaten/Kota*)
........... Provinsi ............ seluas ...... Ha/m?3%).

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:
Rencana Kegiatan Konsoclidasi Tanah;
Berita Acara Hasil Musyawarah Calon Peserta;
Surat Pernyataan Persetujuan Konsolidasi Tanah (copy surat terlampir);
Daftar Pemilik / Penggarap;
Sket rencana awal penataan (sketch block plan),
Peta Situasi Lokasi Konsolidasi Tanah,
Peta RTRW/RDTR Kabupaten/Kota*) ............ ;
Dan seterusnya (disesuaikan dengan kebutuhan).

XN A W

Demikian untuk disampaikan dan selanjutnya mohon pertimbangan
Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota...*
(Pejabat Yang ditunjuk)
Selaku Ketua Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah
Kabupaten/Kota ..... *

Tembusan:
1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Cq. Direktur Jenderal Penataan Agrarla di Jakarta;

2. Gubernur.................. di.o.oo

3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .......... dio ;
4. Ketua Bappeda ..................... di............. ;

5. Pertinggal.

Keterangan:

*| Pilih salah satu/ coret yang tidak perlu
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LAMPIRAN 1V

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

KONSOLIDASI TANAH

FORMAT BERITA ACARA PENGUMPULAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS

BERITA ACARA
PENGUMPULAN DATA FISIK DAN YURIDIS
KONSOLIDASI TANAH *¥)

Pada hari ini ........... tanggal ........... bulan ........ tahun ...... bertempat di
............. telah dilaksanakan musyawarah dan kesepakatan antara peserta
Konsolidasi Tanah dengan Tim Pelaksana Konsolidasi Tanah terhadap hasil

Pengumpulan Data Fisik dan Yuridis Konsolidasi Tanah di
DesafKelurahan® ... Kecamatan ...
Kabupaten/Kota*) .....c.coooviviininn, dengan hasil kesepakatan sebagai
berikut:

Peserta Konsoclidasi Tanah bersepakat:

1. menyetujui bentuk, letak dan luas hasil pengukuran sebagaimana
tercantum di dalam peta (terlampir);

2. menyatakan kebenaran bukti-bukti kepemilikan/penguasaan yang
dipunyai sebagaimana tercantum dalam daftar data subjek dan objek
Konsolidasi Tanah (terlampir};

3. akan melakukan klarifikasi dan perbaikan hasil identifikasi subjek dan
objek Konsolidasi Tanah, bila terdapat ketidak sesuaian data
sebagaimana tercantum dalam peta maupun daftar Lampiran melalui
tim pelaksana;

4. apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah
pengumuman tidak ada keberatan, maka hasil identifikasi subjek dan
objek tersebut dinyatakan S8SAH dan disepakati scbagai dasar
penyusunan Desain Konsolidasi Tanah.

Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

............ , tanggal ............ 20

Tim Pelaksana Tanda Tangan
1. ( )
2. ( )
3. ( )
... dst.. ( )
9. ( Wakil peserta )
10. ( Wakil peserta )

Keterangan:

*)  Pilih salah satu/ coret yang tidak perlu

**)  Berita Acara Kesepakatan ini diumumkan di Kantor Pertanahan dan Kantor
Desa/Kelurahan Setempat dilampiri dengan data subjek dan objek
konsolidasi tanah (substansi berita acara dapat disesuaikan)

www.peraturan.go.id



2019, No. 756 0.

FORMULIR
PENGUMPULAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS
1. Subjek (Peserta) Konsohda& Tanah:
NEIDA: 0 3 e sees v e R e SNV
NOKTPIBURLAIrTT 2 oiwmeiss i sisansss s dises s s vins sosalds s vaves vas s vans
Pekerjaan R R R R A e R R T TR S AR S SRSV
Tempat/ Tghlahir & s s R R RS RS PRGas
Alamat A T s R O B N B e T TR SRS
.......................................... Telp. JHP: «ioviepoviesen
2. Objek (Bidang Tanah) Konsolidasi Tanah:
Status Tanah . Milik/Garapan®) terletak di:
Blok/Jl. B e e N N A S A SN R R RT/RW:....[.....
Desa/Keluralian®) 55 resvessvesssssvssssinioonovon s iaess sisesmsssvovsssovio s s aiissss
Kecamatan I S N b SR AN A
KabupatenfIota®) 1 ik i i i i iy
3. Sketsa Bidang Tanah:
Batas-batas: Nama Tetangga Batas Tanda Tangan
Sebelah Utara
Sebelah Timur
Sebelah Selatan
Sebelah Barat
4. Data Kepemilikan dan Penguasaan Tanah
a. Sertipikat : HM/HGB/.. No...... Fovsiniiveeris tanggal ..........
Atas nama A A e A A R RS
b. Warisan :
Nama PeEWAriS | ..oveevvvrervererrammieannnns Meninggal tahun: ..........
Surat Wasiat/ 3 ...ccssssseessssesvassasaanss **) (buatkan bila tidak ada)
Keterangan Waris
c. Hibah/Pemberian:
Nemea: pemberi hibali: saomesapssunsamiamiiasiennisa
Dilakukan dengan surat di bawah tangan/akta PPAT/Lisan*)*%)
Tanggal PP EE R P Mo AR PRAT i S A S aniss
Nama PPAT S R R R R S R R R RS SEE R
(Bila dilakukan dengan lisan buatkan surat permyataan**)
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d. Pembelian dengan: Surat di bawah tangan/kuitansi/akta
PPAT/Lisan*)**)
Tanggal L e No. Akta PPAT: ......ccoevvvveenn
Nama PPAT S PPN

e. Lain-lain sebutkan: ...

5. Bukti Perpajakan:
Petok/Letter C/Girik /Ketitir/ Verponding/Verponding
Indonesia/IPEDA /PBB/SPPT*)**)

Nomor P tahun/tanggal ...............
Luas Tanah :.................. m?2,
NJOP/m?= CRp.
6. Riwayat Penguasaan:
a. Pada tahun 1960 dikuasai/dimiliki oleh ............ooooiin,
b. Berikutnya pada tahun .............. oleh ...
diperolehl dengam CATA ....cvveiriiiiti e it ereeeteeaaenaeeans
(tulis riwayat kepemilikan/penguasaan sampai pada
kepemilikan/penguasaan saat pendataan)
c¢. Penggunaan tanah saat ini: .......oocvvviiir i e
Bangunan di atasnya: ada/tidak ada?*) (kalau ada sebutkan) .............
Sengketa atas tanah: ada/tidak ada*) (kalaw ada uraikan} ................
............. 16
Menyetujui:
Pemilik/Penggarap*) Tanah Petugas Identifikasi **%),
Sclaku Peserta Konsolidasi Tanah
Lo P, )
2, )

Keterangan:

* Pilih Salah satu/ coret yang tidak perlu

*¥) Sesuai ketentuan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997

*#*%)  Berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan
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LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

KONSOLIDASI TANAH

FORMAT LEMBAR PERSETUJUAN PENYUSUNAN DESAIN
KONSOLIDASI TANAH, BERITA ACARA KESEPAKATAN DESAIN
KONSOLIDASI TANAH DAN PETA DESAIN KONSOLIDASI TANAH

A. BERITA ACARA KESEPAKATAN DESAIN KONSOLIDASI TANAH

BERITA ACARA KESEPAKATAN DESAIN KONSOLIDASI TANAH*¥)

Pada hari ini ......... tanggal ........... bulan .......... tahun ........ bertempat di
................... telah dilaksanakan musyawarah dan kesepakatan antara
peserta Konsolidasi Tanah dengan Tim Pelaksana terhadap hasil Desain
Konsolidasi Tanah di Desa/EKelurahan® ............ Kecamatan ..........
Kabupaten/Kota*) ........... dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

Peserta Konsolidasi Tanah bersepakat:

1. menyetujui bentuk, letak dan luas hasil Desain Konsolidasi Tanah
sebagaimana tercantum di dalam Peta Desain Konsclidasi Tanah
(terlampir);

2. akan melakukan klarifikasi dan perbaikan hasil Desain Konsolidasi
Tanah, bila terdapat ketidak sesuaian desain yang telah disepakati
sebelumnya melalui Tim Pelaksana;

3. apabila sudah tidak terdapat keberatan, maka hasil desain Konsolidasi
Tanah tersebut dinyvatakan SAH dan disepakati sebagai dasar
pelepasan hak atas tanah yang selanjutnya akan dilakukan penataan
sesuai kesepakatan desain tersebut;

4. menandatangani Surat Pernyataan Kesepakatan Desain Konsolidasi
Tanah.

Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Tanda Tangan

—

( )
2. ( )
3. ( )
... dst.. ( )
9. ( Wakil peserta )
10. (  Walkil peserta)

Keterangan:

*) Pitih salah satu/ coret yang tidalk perlu

**) Peta Desain dan Berita Acara Kesepakatan diumumkan di Kantor
Pertanahan dan Kantor Desa/ Kelurahan Setempat dilampiri dengan Data
Subjek dan Objek Konsolidasi Tanah (substansi berita acara dapat
disesuaikan)
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B. LEMBAR PERSETUJUAN PENYUSUNAN DESAIN

2019, No.

756

SURAT PERNYATAAN
PERSETUJUAN DESAIN KONSOLIDASI TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama T e e e
NIK T e et et e e et e aa e
Pekerjaan T et e et e et e e era e e et e e e e enas
Tempat/Tgl Lahir @ ..o e
Alamat T e e e e e e et e et

Dengan ini menyvatakan menyetujui dan menerima hasil Desain Konsolidasi
Tanah, sebagai berikut:

Luas bidang awal e m?2

Luas hasil desain S m?

Nomor Bidang (Peta bidang tanah awal) ...

Nomor Kaveling (Peta desain) N

Luas TP TP m?
(%.....dari luas bidang awal)

Terletak di:

Blok/Jl. S, RT/RW:....fi

Desa/Kelurahan?) SN

Kecamatan D s

Kabupaten/Kota*) L e e e

Dengan batas bidang sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatasan dengan T e

b. Sebelah timur berbatasan dengan D e

c. Sebelah selatan berbatasan dengan L e

d. Sebelah barat berbatasan dengan D e

Demikian surat pernyvataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3
(tiga) dan salah satunya dibubuhi meterai untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

............... s eeneerenenrieenenenes 20000

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai
Rp. 6.000
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C. PETA DESAIN KONSOLIDASI TANAH

PETA DESAIN KONSOLIDASI TANAH
Pada peta desain harus memuat informasi tentang:
1.  Judul Peta : Sket Desain Awal Lokasi Konsolidasi Tanah;
2. Informasi Lokasi Konsolidasi Tanah: <nama desa>, <nama kecamatan>
dan <nama kabupaten/kota>;
3. Skala Peta: Skala Grafik dan Skala Numerik;
4. Arah Mata Angin;
9. Legenda (Keterangan) yang terdiri atas:
a. simbol garis: jalan eksisting, sungai, batas administrasi
(Desa/Kecamatan/Kab/Kota), dan Batas Lokasi Konsolidasi
Tanah.
b. simbol area: rencana blok kaveling (disertai kode nomor urut
peserta) dan rencana badan jalan.
c. simbol area (TUB): sarana ibadah, taman, pertokoan (komersial)
dan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnva.

6. Inset;
7. Proyeksi peta;
8. Sumber dan tahun pembuatan: <lambang BPN=><Kantor

Pertanahan><Tahun Anggaran=;
9.  QGaris tepi; dan
10. Background peta (putih).
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Background Peta <Putih>

i

— -

.y ey .y

DESAIN KONSOLIDASI TANAH
Dessar; <namu dess»>

<nama
Kabupolen¥ola: <nama kabupateryhota>

Pangesanan

Disahian,

Froyess Pata: <TIE 1000 o>

wrares KasNotes
STabun anggenen

KONSOLIDASE TANAH

b
NOTA DEWMEAR
AU AMOCAMAL |
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LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

KONSOLIDASI TANAH

A. BERITA ACARA KESEPAKATAN RENCANA AKSI

BERITA ACARA KESEPAKATAN
RENCANA AKSI KONSOLIDASI TANAH

Pada hari ini ............. tanggal ............. bulan ......... Tahun ............

bertempat di ...l telah dilaksanakan pembahasan dan

kesepakatan rencana aksi antara pemangku kepentingan Konsolidasi Tanah

dengan Tim Koordinasi dalam rangka pelaksanaan Konsolidasi Tanah di

DesafKelurahan® ..................... Kecamatan .............. Kabupaten/Kota*)

...................... dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan
Konsolidasi Tanah setuju untuk membangun berupa konstruksi fisik
Bangunan/Gedung serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU), dan
memberdayakan masyarakat dengan program sektor terkait sesuai
dengan ketentuan yang telah disepakati.

2.  Bahwa pembangunan fisik yang dilaksanakan antara lain : *%

a. Rumah Tapak/Rumah susun/..... sejumlah .... unit (sesuai hasil
kesepakatan)
b. Prasarana berupa:
1) Jalan sepanjang ....... meter; (hanya contoh)
2) Saluran drainase sepanjang ........ meter; (hanya contoh)
3) ... (sesuai hasil kesepakatan)
¢. Sarana berupa:
1) Sarana ibadah : Masjid sejumlah ......... unit; (hanya contoh)
2) Sarana umum : Lapangan Futsal sejumlah ......... unit; (hanya
contoh)
3) ... (sesuai hasil kesepakatan)

d. Utilitas berupa :
1) jaringan listrik; (hanya contoh)
2) jaringan air bersih; (hanya contoh)
3) ... (sesuai hasil kesepakatan)
(ST (sesuai hasil kesepakatan)

3. Bahwa pemberdayaan masyarakat vang dilaksanakan antara lain : **)
a. Pelatihan pertanian; (hanya contoh)
b. Pelatihan usaha kecil menengah; (hanya contoh)
¢. Pelatihan teknik berternak; (hanya contoh)
d. ... (sesuai hasil kesepakatan)

4. Bahwa telah disepakati bersama, penanggung jawab untuk setiap
pembangunan konstruksi fisik seperti yang disebutkan pada poin 2,
yakni: **¥)
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a. Penanggung jawab pembangunan Rumah Tapak/Rumah susun/.....
adalal s g (hanya contoh);
b. Penanggung jawab pembangunan jalan adalah Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten ................ (thanya contohy),
c. Penanggung jawab pembangunan saluran drainase adalah Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten ................ (thanya contoh),
d. Penanggung jawab pembangunan masjid dan lapangan futsal
adalah ...........c.... (hanya contoh);
e. Penanggung jawab pembangunan jaringan listrik adalah
Perusahaan Listrik Negara wilayah ............. fhanya contoh),
. Penanggung jawab pembangunan jaringan air bersih adalah
Perusahaan Air Minum Daerah Kabupaten ............. (hanya contohy),
g. Pelatihan pertanian, usaha kecil menengah dan teknik berternak
oleh ....... (hanya contoh),
h. ... (sesuai hasil kesepakatan).
5. Waktu pelaksanaan pembangunan (time frame) **)
. Bulan Ke- Penanggung
No. | Rencana Aksl o T3 T35 (6 [ 7[8 [9] 10 12|  Jawab
1 Pembangunan Dinas PU
Fisik Jalan .... Kab.. (hanya
**) contoh)
2 Pembangunan
Rumah
Tapak/Rumah
Susun/....**) [ | [ | [ | . | | ... **)
3 Pembangunan
Saluran
Drainase....*® | | | | | | | | | | | ......... *¥)
4 ...(sesuai hasil
kesepakatarn) | | | | | | | | | | L 1 ] e )

6. Dan seterusnva (kebutuhan sesuai kesepakatan).

Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinva.

............................. , tanggal ................ 20
Tim Koordinasi Tanda Tangan
1. ( )
2. ( )
3 ( )
v dst ( )
9. ( Wakil Pemangku Kepentingan )
10. ( Wakil Pemangku Kepentingan )

Keterangan:
*)  Pilih salah satu/coret yang tidak perlu
**) Dapat disesuaikan dengan hasil pembahasan
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LAMPIRAN VIII

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

KONSOLIDASI TANAH

FORMAT BERITA ACARA BERITA ACARA PELEPASAN HAK ATAS
TANAH/GARAPAN DALAM RANGKA KONSOLIDASI TANAH

2019, No.

756

SURAT PELEPASAN HAK ATAS TANAH/GARAPAN
DALAM RANGKA KONSOLIDASI TANAH

DI DESA/KELURAHAN .............. KECAMATAN ............
KABUPATEN/KOTA*) ................

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama e

NIK PP

Pekerjaan D e e et et e ettt nans

Tempat/Tgl Lahir @ ..o

Alamat RO PRPPI RT/RW: ..../.....
.................................... Telp./HP ...

Selaku peserta Komnsolidasi Tanah Secbagaimana surat pernyataan

persetujuan pelaksanaan Konsolidasi Tanah Tanggal ........... Yang

Memiliki/Menguasai Sebidang Tanah Hak/Tanah Negara*) Persil Nomor

................. Yang Terletak Di:

Blok /JI. L PPN RT/RW: .../...

Desa/Kelurahan®) PRSPPI

Kecamatan L e

Kabupaten/Kota*) D e et

Dengan Batas-Batas Sebagai Berikut:

a. Schelah Utara E

b. Sebelah Selatan T e

c. Sebelah Barat L e

d. Sebelah Timur E

Dengan Bukti Kepemilikan/Penguasaan Berupa: (Isi Sesuai Bukti
Kepemilikan/ Penguasaan Yang Sah. Apabila Sudah Bersertipikat Sebutkan
Nomor/DesSa) ........cooiiiiiiiiiiiiiiiiiici

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama S P
NIP SN
Pangkat/Golongan S PPN
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ........

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dengan bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah
melepaskan Hak Atas Tanah/Bekas Milik Adat/Penguasaan atau Garapan
Tanah Negara* kepada Negara di hadapan PIHAK KEDUA dalam Rangka
Penataan Bidang Tanah melalui kegiatan Konsolidasi Tanah. Selama proses
penerbitan hak atas tanah vang baru, PIHAK PERTAMA tidak boleh
memindahtangankan bidang tanah dimaksud kepada pihak lain tanpa
sepengetahuan PIHAK KEDUA.
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PIHAK KEDUA menjamin bahwa pelepasan hak ini akan diganti dengan
penerbitan Hak Atas Tanah yang baru sesuai dengan hasil kesepakatan
dalam desain Konsolidasi Tanah, dengan ketentuan syarat sebagai berikut:
1. PIHAK PERTAMA dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota*) .............. akan menyerahkan kembali hasil penataan
tersebut kepada PIHAK KEDUA seclaku peserta Konsolidasi Tanah dengan
memberikan Hak Atas Tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

2. Hasil penataan bidang tanah tersebut harus sesuai dengan desain
Konsolidasi Tanah yang telah disepakati dikurangi dengan Tanah untuk
Pembangunan (TP} sebesar ........ % secbagaimana Berita Acara
Kesepakatan Desain Konsolidasi Tanah Tanggal ................. dan Surat
Pernyataan Persetujuan Desain Konsolidasi Tanah Atas Nama PIHAK
PERTAMA Tanggal .......c.coocviiiiiiinnnn..

Pernyataan ini sebagai dasar pemindahan desain Konsolidasi Tanah ke

lapangan dan sebagai dasar penerbitan surat keputusan pemberian hak

atas tanah atas mnama PIHAK PERTAMA .............. (isi nama
pemilik/penggarap) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Surat

Pelepasan Hak Atas Tanah/Garapan dalam rangka Konsolidasi Tanah ini

berlaku sejak ditandatanganinya surat ini.

PIHAK PERTAMA, Meterai PIHAK KEDUA,
Rp. 6.000

Saksi-Saksi:
1. Lurah/Kepala Desa*) ...oocovvvviviiiiiiiiiiiiiiinns ciivvinnins
2. Ketua RW/Kepala Lingkungan *............... ...

Keterangan: *} Pilih Salah Satu/Coret Yang Tidak Perlu
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TANDA TERIMA PENYERAHAN BERKAS
DALAM RANGEKA PELEPASAN HAK ATAS TANAH
KABUPATEN/KOTA*) ...........

Nomor
Tanggal :

Tim Pelaksana Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota*) .................. telah
menerima berkas bukti kepemilikan/penguasaan tanah dalam rangka
pelepasan hak atas tanah atas nama ................. (isi nama
pemililt/ penggarap), terdiri dari:

0. Berkas Yang Diterima *%) Keterangan
Foto copy KTP atas nama

Asli Sertipikat

HM/HGB/...... Nomor ............ Desa/Kel .....

Asli Akta Jual Beli/Waris/Hibah

Nomor ......... Tanggal ..........

Asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas
nama ......... Tanggal ....... Asli Surat Pernyataan
(sesuai dengan Perbuatan hukum/ peristiwa hukum
yang dilakukan) Tanggal ................

Dan Seterusnya (sesuai yang diserahkan)

Sl bW ==

Petugas Penerima**¥)

Cap/ttd

Keterangan:

*| Pilih salah satu/ coret yang tidak perlu

**) Sesuaikan dengan asli bukti berkas yang dserahkan.
*#*%) Sesuai surat tugas Kepala Kantor Pertanahan
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LAMPIRAN IX

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

KONSOLIDASI TANAH

FORMAT KEPUTUSAN PENEGASAN TANAH OBJEK KONSOLIDASI TANAH

KEPUTUSAN"
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI ...,

TENTANG
PENEGASAN TANAH OBJEK KONSOLIDASI TANAH
SELUAS e + Ha./m2%)
DI DESA/KELURAHAN® & ..o
KECAMATAN ettt
KABUPATEN/KOTA®)  © iooviiiiieeeieieiieeveeeve e
PROVINSI ettt

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI ...

Membaca : Surat permchonan penegasan tanah objek Konsolidasi
Tanah dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*)
............ , Nomor: ....... tanggal .......... beserta lampirannya,;

Menimbang : a. bahwa tanah yang dimohon penegasannya seluas
o Ha/m2% adalah tanah yang berasal dari
tanah milik adat, tanah bersertipikat/tanah Negara*)
vang terdiri dari .............. bidang vang dimiliki/
dikuasai oleh .......... dkk (... orang), vang telah
dilepaskan haknya oleh ..... orang dengan Surat
Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, terletak di
Desa/Kelurahan*  .............. Kecamatan  ......
Kabupaten/Kota ........ *),Provinsi ........... , selanjutnya
akan ditata dan diberikan kembali kepada ......... dkk
(.... orang), melalui kegiatan Konsolidasi Tanah;

b. bahwa tanah yang dimohon penegasannya tersebut,
sclama ini digunakan oleh pemegang haknya sebagai
........ sesuai peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten/Kota ......... * adalah wilayah

c. bahwa persyaratan vang dimiliki oleh .......... dkk
(.....orang) telah terpenuhi serta peruntukan tanah
tersebut telah sesuai peruntukan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota .................. * dan
sesuai dengan garis kebijakan pemerintah, maka
permohenan dimaksud dapat disetujui sehingga perlu
diterbitkan Keputusannya;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997
Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3988);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997
tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor
2188);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 52352);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2433);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang
Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti
Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1961 Nomor 280);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 3696);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4385);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang
Jenis dan Tarifl atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak vang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);

16. Peraturan Pemerintahh Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

18. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

19. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah;

20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria
dan  Tata  Ruang/Badan Pertanahan  Nasional
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita
Negara Nomor 191 tahun 2019);

21, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874)
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 500);

22. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor xx Tahun xxx tentang
Konsolidasi Tanah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun xx Nomor xxx);

23. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang
Penertiban Tanah-Tanah Objek Redistribusi Landreform;

24. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 3 ‘Tahun 2003 tentang Pelimpahan
Kewenangan Pemberian Keputusan Penegasan Tanah
sebagai Objek Konsolidasi Tanabh;

25. Ketentuan lainnya yang dianggap perlu;

MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ........... TENTANG
PENEGASAN TANAH OBJEK KONSOLIDASI TANAH DI
DESA/KELURAHAN ... KECAMATAN ...
KABUPATEN/ KOTA ....... PROVINSI ........
KESATU : Menerima pelepasan Hak Atas tanah dari ......... dkk

(cennen ) orang peserta konsolidasi atas tanah seluas %
............ Ha/m2% vang terletak di Desa/Kelurahan
................... Kecamatan ................. Kabupaten/Kota
.......... * Provinsi ................. sebagaimana peta situasi
lokasi terlampir dan ditegaskan sebagai Tanah Objek
Konsolidasi Tanah. Selanjutnya setelah dilakukan
penataan, tanah tersebut akan diberikan kembali kepada
peserta Konsolidasi Tanah dengan suatu hak.

KEDUA : Menginstruksikan kepada:
1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*)
......... untuk:
a. Mencoret dari Daftar Umum/Daftar Buku
Tanah pada Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota ............ *) atas persil yang

sudah terdaftar haknyva dan mencatatnya
sebagai tanah vang dikuasai langsung oleh
Negara;

b. Menata dan melaksanakan pembagian tanah
objek Konsolidasi Tanah tersebut pada Diktum
KESATU untuk kemudian memberikan hak
yang sesuai kepada peserta Konsolidasi Tanah.
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KETIGA

KEEMPAT

Kepada Yth : Kepala Kantor Pertanahan

2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota¥)
............ untuk melaksanakan pemberian hak atas
tanah kepada peserta Konsolidasi Tanah dan
melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi ...........

Pemberian hak atas tanah dimaksud dalam Diktum
KESATU, terhadap tanah yvang berasal dari tanah hak
dan subjeknya tidak berubah dibebaskan dari Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan
terhadap tanah yang berasal dari selain tanah hak dapat
diberikan pembebasan BPHTB sesuai peraturan
perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ..........eevvennee.
pada tanggal .....................
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROVINSL.......cocovvvviiinn,

R wiy

Kabupaten/Kota*) ............
di o
Tembusan:
1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Cq. Direktur Jenderal Penataan Agraria,di Jakarta;

Gubernur ............... di..........l ;

Bupati/Walikota*) ..................... di.oo ;

Ketua Bappeda Kabupaten/Kota %.................. Al ;
Pertinggal.

**  substansi keputusan dapat disesuaikan dengan kebutuhan
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Nomor L e s besreerienas 20.......
Sifat
Lampiran
Hal : Permohonan Penegasan Tanah Objek Konsolidasi Tanah di
Desa/Kel ......... ¥, Kecamatan ...... Kabupaten/Kota ...........
Provinsi ............
Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ...................
di-

Dalam rangka kegiatan Konsclidasi Tanah, dengan ini kami mengajukan
permohonan penegasan tanah objek Konsolidasi Tanah atas tanah yang
terletak di  Desa/Kel ......... *), Kecamatan ...... , Kabupaten/Kota*) ......
Provinsi ...... seluas ... Ha/M?2%)

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

Surat Keputusan penetapan lokasi Konsolidasi Tanah;

Peta Situasi Lokasi Konsolidasi Tanah

Peta Rincikan Lokasi Konsolidasi Tanah;

Peta RTRW/RDTR;

Daftar Subjek dan Objek Kensolidasi Tanah;

Berita Acara Kesepakatan Hasil Desain Konsolidasi Tanah;

Daftar Subjek dan Objek Hasil Desain Konsolidasi Tanah;

Daftar Surat Pernyataan Persetujuan Desain Konsolidasi Tanah;

. Daftar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah;

10. Pernyataan Penerimaan Pelepasan Hak Atas Tanah;

11. Peta Desain Konsolidasi Tanah;

12. Keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan.

CRONO RN

Demikian untuk disampaikan dan selanjutnya mohon pertimbangan. Atas
perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota .......... *

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Cq. Direktur Jenderal Penataan Agraria, di Jakarta;

2. BupatifWalikota .................. Hdi ;

3. Ketua Bappeda Kab/Kota ..................... Fdi ;

4, Pertinggal.

Keterangan:
*| Pilih salah satu/ coret yang tidak perlu
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LAMPIRAN X

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

KONSOLIDASI TANAH

FORMAT BERITA ACARA PENERAPAN DESAIN
KONSOLIDASI TANAH KE LAPANGAN

BERITA ACARA
PENERAPAN DESAIN KONSOLIDASI TANAH KE LAPANGAN

Pada hari ini ............... tanggal .............. bulan ................. tahun ............
telah dilakukan relokasi/pemindahan Desain Konsolidasi Tanah bertempat
di:

Blok /JI. L e et eaans RT/RW: ..../.....

Desa/ Kelurahan*) .................................................................

Kecamatan L e e e e
Kabupaten/Kota®): ...

dengan hasil sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pengukuran dan penempatan patok batas kaveling baru
setiap peserta Konsolidasi Tanah, prasarana sarana dan TUB (bila ada)
sesuai peta desain konsolidasi tanah;

2. Penunjukan bidang tanah pada kaveling baru dilakukan oleh masing-
masing peserta Konsolidasi Tanah selaku pemilik kaveling baru.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.
.................... , tanggal ................ 20
Tim Pelaksana Tanda Tangan
1. { )
2. | )
3 ( )
.ooodst, { )
9. ( Wakil Peserta )
10. { Wakil Pesertq)
Keterangan:

*| Pilih salah satu/ coret yang tidak perlu
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LAMPIRAN XI

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

KONSOLIDASI TANAH

FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH
OBJEK KONSOLIDASI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA®.......
NOMOR: ...vvvierernn.
TENTANG
PEMBERIAN HAK ATAS TANAH OBJEK KONSOLIDASI TANAH
DI DESA/KELURAHAN ...................
KECAMATAN ............... KABUPATEN/KOTA® .........c.......
ATAS NAMA ....... DKK. (........ BIDANG)

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA......

Membaca : a. permohonan Konsolidasi Tanah dari Saudara .................
dkk (........ orang) tanggal ........ berikut lampirannya;

b. Keputusan Bupati/Walikota®) ........... Nomor ..............
tanggal ............ tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi
Tanah;

c. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah atas nama
................ dkk (....... orang);

Menimbang : a. bahwa Saudara ................ dkk (........ orang) selaku
peserta Komnsolidasi Tanah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini, adalah
pemilik/penggarap tanah yang telah menguasai dan
menggunakan tanah yang menjadi objek Konsolidasi

Tanah seluas +..... Ha/m?* yang terletak di
Desa/Kelurahan*) ............... , Kecamatan .................. ,
Kabupaten/Kota*) .............. , telah memenuhi syarat
untuk diberikan kembali tanahnya dengan hak ........... ;
b. bahwa tanah seluas + ............ Ha/m?3* semula
berstatus hak .......... dan telah dilepaskan oleh
Saudara................ dkk (........ orang) seclaku peserta

Konsolidasi Tanah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini, telah melepaskan hak atas
tanahnya sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas
Tanah atas nama Saudara ................ dkk {(....... orang)

c. bahwa tanah tersebut selama ini dipergunakan oleh
Saudara ................ dkk (........ orang) schagai tanah
............ dan berdasarkan RTRW /RDTR
Kabupaten/Kota*) ......... Tahun ........ diperuntukkan
untuk non pertanian/pertanian?);
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997
Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor
3988);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997
tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor
2188);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 52352);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indconesia Nomor
2433);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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11.

12.

13.

14.

15,

16.

17.

18.

19,

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang
Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti
Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1961 Nomor 280);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 3696);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyvelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang
Jenis dan Taril atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak vang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penvelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18];

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria
dan  Tata  Ruang/Badan Pertanahan Nasional
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita
Negara Nomor 191 tahun 2019);
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21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 500);

22, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor xx Tahun xxx tentang
Konsolidasi Tanah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun xx Nomor xxx);

23. Keputusan Menteri Negara AgrariafKepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang
Penertiban Tanah-Tanah Objek Redistribusi Landreform;

24. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelimpahan
Kewenangan Pemberian Keputusan Penegasan Tanah
sebagai Objek Konsolidasi Tanah;

25. Ketentuan lainnya yvang dianggap perlu;

MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA?% ....... TENTANG PEMBERIAN HAK
ATAS TANAH OBJEK KONSOLIDASI TANAH DI
DESA/KELURAHAN  ................... KECAMATAN
............... KABUPATEN/KOTA*) ........oooe.
PERTAMA : Memberikan Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak

Pakai*) (disesuaikan dengan peraturan perundangan
yang berlaku) kepada yang namanya tercantum dalam
kolom 2 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masing-masing penerima Hak  Milik/Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai*) (disesuaikan dengan peraturan
perundangan yang berlaku) sebagaimana DIKTUM
KESATU diberikan luas tanah/Nomor Identifikasi Bidang
(NIB)/Nomor Kaveling/Nomor Peta Situasi sebagaimana
kolom 4 dan kolom 5 Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
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KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

pada tanggal ................
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA*) ..ot viiiiinin,
NIP. o,
Tembusan:
1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Cq. Direktur Jenderal Penataan Agraria di Jakarta
2. Gubemur ............... di oo
3. Bupati/Walikota®) ..................... di .
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ...... , di
9. Ketua Bappeda Kabupaten/Kota *) .................. diceeevvniininnnn,
6. Yang bersangkutan
Keterangan:
*| Pilih salah satu
Catatan:

Substansi Surat Keputusan dapat disesuaikan.

dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan
atau kekeliruan.

Ditetapkan di ................
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Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*) ...........
Nomor T T P SR R RO
tanggal myanryasearssssusenpynsvess LR IESE
Penerima Hak Tanah Yang Diberikan
Tempat Luas | a. NIB Batas
Tinggal Tanah | b. No.Kav Bidang Bea Perolehan
a.Jl./Blok (m?) | c. Peta a, Utara Hak Atas Keterangan
No. | Nama b.Kel/Desa Situasi: b, Timur Tanah dan
c.Kecamatan - Nomor | ¢. Selatan Bangunan**)
d.Kabupaten/ - Tanggal | d. Barat
Kota*)
1 2 3 4 5 (5] 7 8
1. a. a a.
b. b b,
c. c c.
d. d.
2. | Dst...

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA?): caucavaiiisiivin

Keterangan:
*) Pilih salah satu/coret yang tidak perlu
**)Bilamana ada

Catatan:
Substansi Lampiran Keputusan dapat disesuaikan.
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LAMPIRAN XII

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

KONSOLIDASI TANAH

FORMAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI
TANAH

KEPUTUSAN
BUPATI/WALIKOTA® ..o
NOMOR & ovvvveirnnn.
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH
KABUPATEN/KOTA® ..oovviiiiiiiiieeenn,
TAHUN ANGGARAN .........co.....

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Konsolidasi Tanah merupakan
kegiatan penataan kembali penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah baik secara fisik
maupun yuridis dalam rangka pemanfaatan tanah
secara optimal, melalui peningkatan efisiensi dan
produktivitas penggunaan tanah dan ruang serta
peningkatan kualitas lingkungan, sekaligus memberikan
kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dengan
melibatkan partisipasi masyarakat, diperlukan Tim
Koordinasi Komnsolidasi Tanah agar penyelenggaraan
Konsolidasi Tanah tersebut dapat berjalan efektif;

c. bahwa pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan
dengan Keputusan Bupati /Walikota*) .................. dan
nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini karena fungsi dan jabatannya dipandang mampu dan
berkompeten  ditetapkan dalam  Tim  Koordinasi
Konsolidasi Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997
Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor
3988);

3. Undang-Undang Nomer 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
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4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997
tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor
2188);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5252);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor
2433);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 35387) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679]);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang
Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti
Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1961 Nomor 280);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak vang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

17. Peraturan  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor xx Tahun xxx tentang
Konsolidasi Tanah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun xx Nomor xxxj;

18, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanaly;

19. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang
Penertiban Tanah-Tanah Objek Redistribusi Landreform;

20. Ketentuan lainnya yvang dianggap perlu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA * ........... TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH
KABUPATEN/KOTA*) ......... TAHUN ANGGARAN ........

KESATU ¢ Membentuk Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah
Kabupaten/Kota®) ........ dengan susunan Tim sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU mempunyai tugas scbagai berikut:
a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Konsolidasi
Tanah;
b. melaksanakan bimbingan masyarakat dan penjajakan
kesepakatan;
c. memfasilitasi pembentukan perhimpunan  peserta
Konsolidasi Tanah;
d. mengevaluasi dan mengarahkan penyusunan desain
Konsolidasi Tanali;
mengatur dan mengarahkan penggunaan TUB;
mengoordinasikan Konsolidasi Tanah dengan pemerintah
daerah atau instansi terkait untuk pembangunan
prasarana, sarana dan utilitas; dan
g. menangani masalah yang timbul dalam pelaksanaan
Konsolidasi Tanah.

= o

KETIGA ...
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KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkannyva Keputusan ini
dibebankan pada anggaran ................c.oeoieiell
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di ..................
pada tanggal ...................

BUPATI/WALIKOTA® ...oooovvvninen.

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Cq. Direktur Jenderal Penataan Agraria, di Jakarta;

Gubernur ............... di................. ;

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ...... ydi ;
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota®) ................. diooo ;
Ketua Bappeda Kabupaten/Kota *.................. dic ;
Camat yang bersangkutan;

Kepala Desa/lLurah vang bersangkutan;

Yang bersangkutan.

XN AW

Keterangan:
*| Pilih salah satu

Catatan:
Substansi Keputusan dapat disesuaikan.
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SUSUNAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH
KABUPATEN/KOTA" ...........
TAHUN ANGGARAN ...............

Nama

Pangkat/
Golongan

Jabatan

Jabatan
Dalam
Kegiatan

Bupati/ Walikota®) ..........

Ketua

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota®) ..............

Ketua
Harian

Kepala Seksi Penataan
Pertanahan

Sekretaris

Kepala Bidang Penataan
Pertanahan atau pejabat
yvang ditunjuk

Anggota

Kepala Bidang pada Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah yang membidangi
Pertanahan atau pejabat
yvang ditunjuk

Anggota

Kepala Bagian Hukum pada
Sekretariat Daerah atau
pejabat yang ditunjuk

Anggota

Kepala Organisasi
Pemerintah Dacrah vang
membidangi Pekerjaan
Umum/Cipta Karya atau
pejabat yang ditunjuk

Anggota

Kepala Organisasi
Pemerintah Daerah vang
membidangi Pertanian
(dalam hal Konsolidasi
Tanah Pertanian) atau
pejabat yang ditunjuk

Anggota

Kepala Organisasi
Pemerintah Daerah vang
membidangi perumahan
rakyat dan kawasan
permukiman atau pejabat
yvang ditunjuk

Anggota

10.

Disesuaikan
dengan
kebutuhan
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LAMPIRAN XIII

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

KONSOLIDASI TANAH

FORMAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PERENCANA/PELAKSANA
KONSOLIDASI TANAH

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA®)....coovviviiiiiininn,
NOMOR: ...

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KONSOLIDASI TANAH
KABUPATEN/KOTA# ...oooeiiiieiieean,
TAHUN ANGGARAN ...........

Menimbang :

£

dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan
Komnsolidasi Tanah di Kabupaten/Kota®) ............ Tahun
Anggaran ....... dipandang perlu membentuk Tim
Pelaksana Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota *) ............ ;
b. bahwa pembentukan Tim Pelaksana Konsolidasi Tanah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan
berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota*) ................ ;
c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini karena fungsi dan jabatannya dipandang
mampu dan berkompeten untuk ditetapkan dalam Tim
Pelaksana Konsolidasi Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997
Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3988);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
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10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997
tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor
2188);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 52352);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
Undang-Undang Nomeor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indconesia Nomor
2433);

Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang
Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti
Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1961 Nomor 280);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1828);
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak vang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor xx Tahun xxx tentang
Konsolidasi Tanah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun xx Nomor xxx);

18. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah;

19. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang
Penertiban Tanah-Tanah Objek Redistribusi Landreform;

20. Ketentuan lainnya yang dianggap perlu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA * ........... TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PELAKSANA KONSOLIDASI TANAH
KABUPATEN/KOTA®*) ......... TAHUN ANGGARAN ........

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Konsolidasi Tanah
Kabupaten/Kota®) ........ dengan susunan Tim sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas
sebagai berikut:

1. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan serta
pengorganisasian masyarakat;

2. membuat sket rencana penataan awal;

3. melakukan penjajakan kesepakatan;

4. mengumpulkan dan mengumumkan data fisik dan data
yuridis;

5. membuat dan mengumumkan desain Konsolidasi Tanah;

6. melaksanakan musyawarah desain Konsolidasi Tanah
yvang hasilnya dituangkan dalam berita acara;

7. menyiapkan administrasi pelepasan hak atas tanah
objek Konsolidasi Tanah;

8. melaksanakan pemindahan desain Konsolidasi Tanah;

9. menyiapkan administrasi pemberian hak atas tanah dan
penerbitan surat tanda bukti; dan

10. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan
pengadministrasian dalam sistem KKP.
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KETIGA

KEEMPAT

Tembusan:

Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada anggaran .............c.coviiiiiinn.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penectapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di ...................
pada tanggal ....................

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA®) ........ ccocuv...

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Cq. Direktur Jenderal Penataan Agraria, di Jakarta;

2. Gubernur............... di..........l ;

3. BupatifWalikota®) ..................... diieenn, ;

4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Na51ona1 Provinsi ...... ,din ;
5. Ketua Bappeda Kabupaten/Kota ) .................. dio ;

6. Yang bersangkutan.

Keterangan:

*) Pilih salah satu

Catatan:

Substansi Surat Keputusan dapat disesuaikan.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN/KOTA") ..............
NOMOR e e e
TANGGAL 1 e
SUSUNAN TIM PELAKSANA KONSOLIDASI TANAH
KABUPATEN/KOTAY ...........
TAHUN ANGGARAN .......ocoieni,
Jabatan
No Nama gi?()gllfat/ Jabatan Dalam
sal Kegiatan
1. Kepala Kantor Pertanahan Ketua
Kabupaten/Kota®) ..........
2. Kepala Seksi Penataan Sekretaris
Pertanahan
3. Kepala Seksi Landreform Anggota
dan Konsolidasi Tanah
4, Kepala Subbagian Tata Anggota
Usaha atau pegawai vang
ditunjuk
5. Kepala Seksi Infrastruktur Anggota
Pertanahan atau pegawai
yvang ditunjuk
0. Kepala Seksi Hubungan Anggota
Hukum Pertanahan atau
pegawai vang ditunjuk
7. Kepala Seksi Pengadaan Anggota
Tanah atau pegawai yang
ditunjuk
8. Kepala Subseksi Landreform Anggota
dan Konsolidasi Tanah
9. Perwakilan instansi dan Anggota
atau pihak lain yang
berkompeten sesuai
kebutuhan penataan
10. Camat dan Lurah/Kepala Anggota
Desa setempat .................
11. Perwakilan peserta Anggota
Konsolidasi Tanah sebanyak
3 (tiga) orang
I N R Disesuaikan
dengan
kebutuhan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA® ....ccoooven...
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LAMPIRAN X1V

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

KONSOLIDASI TANAH

FORMAT BERITA ACARA PEMBENTUKAN
PERHIMPUNAN PESERTA KONSOLIDASI TANAH

BERITA ACARA
PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PESERTA KONSOLIDASI TANAH

Pada hari ini ..................... , tanggal ................. , bulan ................. , tahun
.................... , bertempat di .................., yang dihadiri oleh ................orang
calon peserta Konseolidasi Tanah (daftar hadir terlampir), berdasarkan
kesepakatan dan persetujuan calon peserta Konsolidasi Tanah telah
dilaksanakan pembentukan Perhimpunan Peserta Konsolidasi Tanah di

Lingkungan ............. , RT/RW ... , Desa/Kelurahan®) ................ ,
Kecamatan ................ , Kabupaten/Kota*) ..................... , Provinsi ............. ,
dengan kesepakatan sebagai berikut:
1. Nama Perhimpunan : .......c.oooiiiiiiiiiiiiiii e,
2. Alamat PSPPI
3. Jumlah Anggota OO S PPN
4. Pengurus :
a. Ketua N
b. Sekretaris T ettt ettt ee e aaaaaean
¢.  Bendahara N

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perhimpunan ...{Nama Perhimpunan)

Ketua Sekretaris
(e eremee et e ) (cermeme et e )
Mengetahui:
Camat ........coovvvivvnnen. Ketua Tim Koordinasi
(e oot e ) (e enemere e e e )
Lurah/Kepala Desa
(e oot e )

Keterangan:
*) Pilih salah satu

2019, No. 756
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SURAT KUASA

PERHIMPUNAN .......... (Nama Perhimpunan Peserta Konsolidasi Tanah)
Nomor: ......coevvenies
Kami yvang bertanda tangan di bawah ini anggota Perhimpunan ....... (Nama

Perhimpunan Peserta Konsolidasi Tanah):

1. Nama e
NIK L et e
Umur . Tahun
Jabatan : Ketua Perhimpunan ...........
Alamat O

2. Nama ettt

NIK H SN

Umur D e Tahun

Jabatan : Sekretaris Perhimpunan .....

Alamat D e
3. Nama : dan seterusnya terlampir

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA.

1. Nama et eeieeieereeeieaaaan
NIK et e
Umur D eeeennn. Tahun
Pekerjaan @ ....coooiiiiiiiiiiiie e
Alamat L ettt eeeeeeeeeieeeeeeaaaaa,

2. Nama et eeieeieereeeieaiaaan
NIK L e e
Umur D e Tahun
Pekerjaam @ .cocovvervriiiiiiiiieiiiie e
Alamat D e e

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA.

Selanjutnya Pihak Pemberi Kuasa dengan ini memberikan Kuasa Khusus

kepada Penerima Kuasa melakukan hal-hal sebagai berikut:

1.  Menghadiri rapat/pertemuan dengan pihak-pihak yvang berkompeten
dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah;

2.  Menyvampaikan pendapat,usulan, saran maupun pertimbangan dalam
rapat/pertemuan dalam rangka pelaksanaan Konsolidasi Tanah;

3. Menjadi anggota Tim Pelaksana Konsolidasi Tanah secbagai perwakilan
dari peserta Konsolidasi Tanah;

(substansi surat kuasa disesuaikan dengan Kebutuhan anggota
perhimpunan dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah)
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Demikian Surat Kuasa Khusus ini dibuat dengan sebenarnya dalam
rangkap 3 (tiga) dan salah satunya dibubuhi meterai untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENERIMA KUASA PEMBERI KUASA

3.dst...
(daftar terlampir)

www.peraturan.go.id



2019, No. 756 110-

LAMPIRAN XV

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

KONSOLIDASI TANAH

FORMAT LAPORAN PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH

LAPORAN PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH

Laporan Hasil Akhir Konsolidasi Tanah, paling sedikit memuat sesuai
susunan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR
RANGKUMAN HASIL KEGIATAN
LAMPIRAN

Keputusan Pembentukan Tim Kocrdinasi;

Keputusan Pembentukan Tim Pelaksana;

Berita Acara Pembentukan Perhimpunan Peserta Konsolidasi Tanah;
Peta Sket Rencana Awal Penataan;

Keputusan Penetapan Lokasi Konsoclidasi Tanah;

Berita Acara Hasil Kesepakatan,

Dokumen Perencanaan Konsolidasi Tanah;

Berita Acara Pengumpulan Data Fisik dan Daya Yuridis;

Berita Acara Kesepakatan Desain Konsolidasi Tanah;

Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah/ Garapan,;
Keputusan Penegasan tanah Objek Konsolidasi Tanah;

Berita Acara Pemindahan Desain Konsolidasi Tanah ke Lapangan,;
Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Objek Konsolidasi Tanah;
Akta Perjanjian;

Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah.
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Catatan:

Substansi dalam tiap BAB dapat dikembangkan (termasuk dalam penydjian

peta, gambar, tabel, diagram)

*  cukup 1 (satu) sebagai contoh

**)  Disesuaikan dengan skala lokasi kegiatan yakni Kecamatan 1: 10.000
dan/atau Desa/kelurahan 1. 1.000 — 1. 5.000 atau lebih detail.

***) Dibuat dalam skala 1:1.000

Peta-peta tersebut dibuat dalam bentuk hardcopy ukuran Kertas A3 (menyatu
dengan laporan) dan dalam bentuk softcopy dengan format * shp.
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Lampiran [ sampai dengan Lampiran XIV merupakan bagian tidak
terpisahkan/satu kesatuan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor Tahun tentang Konsolidasi
Tanah.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL
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